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INTAN SARI KURNIA RAMLIN (B111 12 373), dengan judul “ANALISIS 
KEBIJAKAN PENURUNAN TARIF BEA MASUK IMPOR TUNA KE 
JEPANG TERHADAP NERACA PERDAGANGAN INDONESIA 
TERKAIT INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP 
AGREEMENT”. Di bawah bimbingan Juajir Sumardi selaku Pembimbing I 
dan Birkah Latif selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skema penurunan tarif 
bea masuk impor atas komoditas ikan tuna ke Jepang sesuai dengan 
perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement serta Untuk 
mengetahui berapa persen komoditas ikan tuna berkontribusi terhadap 
neraca perdagangan Indonesia.  
Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Jetro Jakarta, Dinas 
Kelautan Kota Makassar, Dinas Perdagangan dan Perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis melakukan wawancara dengan 
Kepala Pelabuhan Dinas Perikanan Paotere Kota Makassar. Data lainnya 
diperoleh melalui data primer yang merupakan sumber langsung dari 
orang pertama dan data sekunder yang merupakan publikasi mengenai 
skema tarif maupun perjanjian tersebut yang bukan merupakan dokumen 
resmi yang berhubungan dengan khususnya mengenai implikasi 
perjanjian tersebut. 
 Berdasarkan analisis terhadap fakta dan data tersebut, diketahui 
bahwa perjanjian IJEPA bersifat asimetris dimana keuntungan yang lebih 
besar diperoleh Jepang, hal tersebut dapat di lihat dari jumlah 
peningkatan impor dan ekspor Indonesia yang seimbang sehingga 
menyebabkan neraca perdagangan Indonesia cenderung menurun atau 
devisit. Maka penulis berkesimpulan bahwa perlu diadakan re-negotiation 
terhadap perjanjian IJEPA untuk mendapatkan manfaat yang berimbang 
dan adil antara kedua belah pihak mengingat Jepang sebagai negara 
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A. Latar Belakang  
Indonesia adalah negara besar dengan potensi dan peluang ekonomi 
yang menjanjikan, dengan wilayah perairan yangluas serta kekayaan 
sumber daya alam laut dan bumi yang sangat melimpah Indonesia 
memiliki potensi sumber daya alam yang bisa menjadi peluang 
memajukan perekonomian. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia perlu 
melakukanpengelolaan yang baik dan benar secara internal maupun 
eksternal dengan membangun kerjasama dengan negara lain. Sumber 
daya manusiayang juga melimpah bisa menjadi potensi sekaligus 
menciptakan peluang pasar yang bisa menggerakkan perekonomian. 
Selain bertumpu pada faktor sumber daya alam, Indonesia juga tumbuh 
dengan ditopang oleh besarnya konsumsi domestik. 
Dimasa mendatang setidaknya ada empat sektor potensial yang akan 
menopang laju perekonomian Indonesia pada masa mendatang yakni 
pelayanan konsumen atau jasa, pertanian dan perikanan, sumber daya 
alam, serta pendidikan.1 Walaupun ada optimisme bahwa ekonomi 
Indonesia memiliki peluang untuk menjadi kekuatan ekonomi besar dunia. 
Namun, yang lebih penting adalah bagaimana negara mampu 
mendayagunakan kemampuan dan kapasitas bangsa itu sendiri dalam 
                                                             
1 Aunur Roufiq, 2015, Potensi Indonesia Manjadi Kekuatan Ekonomi Global, diakses pada 
http://nasional.sindonews.com/read/1010858/18/potensi-indonesia-menjadi-kekuatan-ekonomi-
global-1433899211, pada 22 Oktober 2015 pukul 13:30. 
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mengeliminasi berbagai hambatan dan sekaligus mengoptimalkan potensi 
dan peluang sumber daya yang ada.  
Perekonomian sebuah negara tidak luput dari adanya perdagangan, 
perdagangan adalah satu-satunya cara untuk pembangunan ekonomi 
sebuah negara.2 Perdagangan luar negeri sering timbul karena adanya 
perbedaan harga barang di berbagai negara. Harga sangat ditentukan 
oleh biaya produksi, yang terdiri dari upah, biaya modal, sewa tanah, 
biaya bahan mentah serta efisiensi dalam proses produksi. Untuk 
menghasilkan sesuatu jenis barang tertentu antara suatu negara dengan 
negara lain akan berbeda ongkos produksinya, dan dengan demikian 
harga hasil produksinya. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan 
dalam jumlah, jenis, kualitas serta cara-cara mengkombinasikan faktor-
faktor produksi tersebut di dalam proses produksi. Perbedaan harga inilah 
yang menjadi pangkal timbulnya perdagangan antar negara.3 
Dalam upaya negara-negara ini untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi mereka, dewasa ini mereka cenderung membentuk blok-blok 
perdagangan baik bilateral, regional maupun multilateral. Dalam 
kecenderungan ini pun peran perjanjian internasional menjadi semakin 
penting.4 
Untuk mendukung hal tersebut Indonesia perlu  membangun relasi 
antar negara guna memperlancar dan mengkapitalisasi proses 
                                                             
2Rafiqul Islam.  1999, International Trade Law, NSW, LBC, hal.1 




pergerakan ekonomi di negaranya, maka Indonesia menjadi salah satu 
negara yang meratifikasi Free Trade Agreement (FTA). 
Free Trade Agreement (FTA) merupakan suatu perjanjian 
perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu negara dengan negara 
lainnya, antara dua negara, atau lebih untuk membangun sebuah area 
perdagangan bebas di mana perdagangan dalam bentuk barang dan jasa 
dapat dilakukan dengan melampaui batas-batas umum (contohnya batas 
geografis), tanpa tarif atau penghalang.  
Pada saat ini telah banyak FTA yang telah di bentuk baik secara 
bilateral maupun multilateral. Pembentukan berbagai FTA merupakan 
akibat dari liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua 
negara sebagai anggota masyarakat internasional. Hal inilah yang 
mendorong terbentuknya blok-blok perdagangan bebas. FTA dapat 
dibentuk secara bilateral, misalnya antara Amerika Serikat dan Singapura, 
Amerika Serikat dan Chile, Jepang dan Singapura, serta regional seperti 
ASEAN Free Trade Area (AFTA), North America Free Trade Area 
(NAFTA) dan Uni Eropa.5 
FTA ini sah saja dilakukan oleh negara-negara tersebut asalkan tidak 
bertentangan dengan aturan yang telah di atur didalam GATT6, seperti 
mempersyaratkan bahwa pembentukan kawasan perdagangan bebas 
tidak boleh dilakukan dengan menimbulkan hambatan baru bagi negara-
                                                             
5 Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, 2013,  Laporan Hasil Kajian :Free Trade Agreement 
(FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan 
dan Investasi dengan Negara Mitra. hal 2 . 
6GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) atau perjanjian umum tentang tarif-tarif dan 
perdaganganyang dibentuk pada tahun 1948 di Jenewa, Swiss. 
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negara bukan anggota. Jadi, perlakuan negara-negara anggota terhadap 
yang bukan anggota tidak boleh lebih memberatkan dibandingkan dengan 
ketentuan-ketentuan sebelum pembentukan blok perdagangan. 
Tujuan FTA adalah membentuk sekaligus memperlancar perdagangan 
dan investasi dengan mencapai persetujuan dengan mitra dagang dan 
investasi secara cepat maupun mantap karena serangkaian alasan yang 
tidak terbatas pada kedekatan secara geografis.7 
Pada tahun 2002 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia 
meratifikasi pembentukan FTA bersama-sama dengan negara-negara 
yang tergabung dalam ASEAN. Dalam perkembangannya, ASEAN FTA 
telah melakukan kerjasama dengan negara-negara sepertiChina (ASEAN-
China FTA) pada tahun 2004, dengan Korea (ASEAN-Korea FTA) pada 
tahun 2007, dengan India (ASEAN-India FTA) pada tahun 2010, dengan 
Australia dan New Zealand (ASEAN-Australia-New Zeland FTA) pada 
tahun 2010 dan terakhir dengan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive 
Economic Partnership) pada tahun 2010.8 
Dilihat dari begitu banyaknya FTA yang telah terbentuk oleh negara-
negara di ASEAN ini menunjukan bahwa FTA adalah sesuatu yang sangat 
penting dan di perlukan oleh setiap negara-negara dalam rangka 
mewujudkan sebuah negara yang kuat dalam sektor ekonomi dan 
perdagangan. 
                                                             
7 Bob Widyahartono , 2014, IJEPA Perlu Langkah Implementasi.Di akses pada  
 http://www.antaranews.com/print/182088/ijepa-perlu-langkah-implementasi , pada : 9 Desember 
2015 pukul15:30. 
8 Ibid, hal 3.  
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Dalam rangka memperkuat kapasitas dan kemampuan industri 
perekonomian di dalam negeri agar dapat tumbuh dan berkembang, maka 
Indonesia bersama-sama dengan Jepang sepakat menjalin kerjasama 
berbasis ekonomi komprehensif. Kerjasama Indonesia-Jepang bukanlah 
sesuatu yang baru bagi kedua belah negara. Sudah sejak lama 
Indonesiadan Jepang melakukan kegiatan kerjasama ekonomi di sektor 
industri manufaktur, bahkan juga pengembangan usaha kecil dan 
menengah. Kesepakatan diantarakedua belah negara antara Indonesia 
dengan Jepang dilakukan karena keduanya telah memiliki hubungan 
ekonomi yang sangat lama. Alasan lainnya tentu karena masing-masing 
negara menganggap negara mitra adalah negara yang penting bagi 
ekonominya. 
Jepang merupakan salah satu negara yang tertarik dengan sumber 
daya alam yang ada di Indonesia, terutama ikan tuna. Oleh karena 
kebutuhan Jepang akan impor sumber daya perikanan dari Indonesia, 
maka pada tahun 2007 lalu Indonesia dan Jepang melakukan kerjasama 
ekonomi dalam kerangka kerjasama Indonesia Japan Economic 
Partnership Agreement (IJEPA) yang ditandatangani oleh pemimpin 
kedua negara pada tanggal 20 Agustus 2007 lalu dan kemudian disahkan 
melalui Peraturan Presiden No.26 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008,yang 
mulai berlaku efektif 1 Juli 2008.9 
                                                             
9 Reza Pahlevi Chairul. 2010. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement BULETIN KPI 
EDISI-01/KPI/2010, Jakarta, hal.8 
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Kesepakatan perdagangan bebas dalam bingkai kesepakatan 
kerjasama ekonomi secara bilateral yang pertama kali Indonesia lakukan 
dengan negara mitra adalah IJEPA (Indonesia-Japan Economic 
Partnership Agreement). Perjanjian tersebut disusun guna menghasilkan 
manfaat bagi kedua pihak secara adil, seimbang, dan terukur melalui 
liberalisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama melalui pengembangan 
kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas. 
Kerja sama ekonomi tersebut dilandasi tiga pilar penting yakni 
liberalisasi pasar, fasilitasi sejumlah sektor tertentu dan kerja sama 
peningkatan kapasitas dan daya saing.10 Perjanjian IJ-EPA mencakup 
bidang, yaitu: Trade in Goods; Customs Procedures; Rules of Origin; 
Investment; Trade in Services; Movement of Natural Persons; Energy and 
Mineral Resources; Intellectual Property Rights (IPR); Competition Policy; 
Technical Cooperation and Capacity Building ; General Provisions and 
Goverment Procurement.11 
Dalam sektor perdagangan barang IJEPA, Indonesia dan Jepang 
sama-sama menyepakati adanya konsesi khusus yang diberikan. Konsesi 
tersebut berupa penghapusan atau penurunan tarif bea masuk dalam tiga 
klasifikasi : fast-track, normal-track, dan pengecualian, dengan memasang 
rambu-rambu tindakan pengamanan (emergency and safeguard  
                                                             
10 Chamdan Purwoko, 2012, IJEPA tak berikan manfaat signifikan ke Indonesia. Diakses 
http://www.kemenperin.go.id/artikel/8198/IJEPA-Tak-Berikan-Manfaat-Signifikan-bagi-Indonesia 
pada : 4 November 2015 pukul 19:15. 
11 Reza Pahlevi Chairul, Op.cit, hal.9 
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measures) untuk mencegah kemungkinan dampak negatifnya terhadap 
industri domestik.  
Neraca perdagangan antara Indonesia dan Jepang pada tahun 2010 
mencatat surplus bagi Indonesia sebesar US$ 9,6 miliar. Angka surplus ini 
merupakan peningkatan sebesar 8,9% dibandingkan surplus perdagangan 
tahun 2009 yang tercatat sebesar US$ 8,7 miliar. Pada tahun 2010 nilai 
perdagangan kedua negara secara keseluruhan telah mencapai angka 
US$ 42,3 miliar. Indonesia mengekspor ke Jepang sebesar US$ 25,5 
miliar dan mengimpor dari Jepang sebesar US$ 16,8 miliar. Nilai total 
perdagangan tersebut merupakan kenaikan sebesar 45,6% dibanding 
total perdagangan pada tahun 2009 sebesar US$ 29 miliar. Sementara itu 
pada periode Januari-Oktober 2011, total perdagangan kedua negara 
telah berjumlah US$ 43,8 miliar atau naik 27% dibanding periode yang 
sama pada tahun 2010 sebesar US$ 34,4 miliar. Nilai total perdagangan 
antar kedua negara menunjukkan kecenderungan positif, di mana rata-
rata pertumbuhannya selama lima tahun terakhir (2006-2010) tercatat 
sebesar 8,4%.12 
Perjanjian kemitraan IJEPA menyepakati pemberian keistimewaan 
tarif oleh kedua pihak. Dari pihak Indonesia, keistimewaan yang diberikan 
kepada Jepang adalah dengan memberikan perlakuan khusus tarif di 93% 
dari jumlah pos tarif tahun 2006 yang sebanyak 11.163 pos tarif. Ekspor 
Jepang ke Indonesia dalam pos-pos tarif khusus tersebut telah mencakup 
                                                             
12 Sigit Setiawan, 2012, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Volume 17 Analisis Damapk IJEPA terhadap 
Indonesia dan Jepang, hal. 2. 
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93% dari nilai ekspor Jepang ke Indonesia. Untuk produk klasifikasi fast-
track, sekitar 35% dari pos tarif akan diturunkan hingga 0% pada saat 
berlakunya IJEPA. Untuk produk klasifikasi normal track, sekitar 58% dari 
pos tarif secara bertahap akan diturunkan menjadi 0% dalam masa 3 
hingga 15 tahun sejak berlakunya IJEPA. Sisanya yang 7% merupakan 
produk yang dikecualikan dari pos tarif IJEPA.13 
Namun menurut Menteri Perindustrian M.S. Hidayat menilai Indonesia 
tidak mendapatkan keuntungan signifikan atas kerja sama ekonomi 
dengan Jepang dalam kerangka IJEPA yang diimplementasikan sejak 
2008.14 Setelah diadakannya serangkaian kajian dan evaluasi dapat di 
tarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekspor Indonesia ke Jepang 
cenderung bergerak lambat rata-rata berkisar 5%-7% per tahun, 
sebaliknya barang-barang dari Jepang masuk begitu deras ke pasar 
Indonesia dan tumbuh pesat rata-rata 17%-25% per tahun. Akibatnya, 
Indonesia mengalami defisit perdagangan yang semakin melebar 
terhadap negeri sakura itu hingga mencapai sekitar US$3 miliar. Padahal, 
sebelum IJEPA diberlakukan, Indonesia masih mengantongi surplus 
dalam perdagangan dengan Jepang hingga US$6,6 miliar.15 
 
 
                                                             
13 Ibid. hal.1 
14 Chamdan Purwoko, 2012, IJEPA tak berikan manfaat signifikan ke Indonesia. Di akses 
http://www.kemenperin.go.id/artikel/8198/IJEPA-Tak-Berikan-Manfaat-Signifikan-bagi-Indonesia . 
pada : 13 Desember 2014 16:49 
15 Fatkhul Maskur , 2015,  Menghentikan IJEPA bukanlah solusi,  diakses 
http://koran.bisnis.com/read/20150107/245/388474/tajuk-bisnis-indonesia-menghentikan-ijepa-
bukanlah-solusi. Diakses pada : 13 Desember 2015 pukul 16:15 
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Tabel 1.1 TABEL NERACA PERDAGANGAN INDONESIA-JEPANG 
Tahun 2010-2014 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa Indonesia mencapai puncak nilai 
perdagangannya pada tahun 2011 sebesar US$ 53,1, kemudian secara 
signifikan mengalami penurunan rata-rata sebesar 8,2% tiap tahunnya.  
Oleh karena itu, Menteri Perindustrian telah mengusulkan agar IJ-EPA 
dikaji ulang sehingga kedua negara memperoleh manfaat secara 
seimbang (equal). Sesuai basic agreement, IJEPA bisa di-review setelah 
5 tahun berjalan. Selama ini IJEPA belum memberi manfaat yang 
memuaskan bagi Indonesia karena ekspor menurun sedangkan impor 
terus meningkat. Salah satu fokus kerja sama dalam implementasi IJEPA 
yakni memperkuat daya saing industri di Indonesia lewat program yang 
disebut Manufacturing Industrial Development Center (MIDEC). MIDEC 
merupakan kerjasama teknis dalam rangka peningkatan daya saing 
industri nasional melalui training, training for trainers, pengiriman expert, 
Sumber:BPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade 
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kunjungan kerja ke industri-industri , basic study, dan workshop atau 
seminar. 
Namun, dalam waktu 5 tahun pertama, program tersebut tidak 
memberikan hasil yang optimal. Dari 13 industri yang menjadi fokus, 
ternyata hanya lima sektor yang implementasinya cukup baik yakni 
pengelasan,pencetakan, pemotongan logam, otomotif, elektronik, dan 
konservasi energi. Di bidang perdagangan, IJEPA juga tidak memberikan 
manfaat yang optimal, dimana ekspor Indonesia ke Jepang masih 
didominasi barang-barang mentah berbasis sumber daya alam (SDA). 
Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan sebelum diberlakukannya IJ-EPA.16 
Sejauh ini ekspor produk hasilindustri dari Indonesia belum tumbuh 
signifikan. Bahkan, tren ekspor Indonesia ke Jepang merosot rata-rata 
6,6% per tahun. Sebaliknya, pertumbuhan impor Indonesia dari negara 
mitra tersebut justru meningkat pesat dengan rata-rata pertumbuhan 25% 
per tahun. Berdasarkan data Kementrian Perindustrian, pemanfaatan 
skema tarif preferensi (preferential tariff) IJEPA cenderung fluktuatif dan 
terbilang masih rendah. Pada 2008, tercatat dari total ekspor produk 
manufaktur Indonesia, hanya sekitar 15,25% yang memanfaatkan tarif 
preferensi (tarif bea masuk yang telah diturunkan/dihapuskan), tahun 2009 
sebesar 28,16%, 2010 sebesar 21,30%, dan 2011 sebesar 27,63%.17 
Ekspor produk perikanan ke Jepang tahun 2014 sebesar 731,9 juta USD 
                                                             
16 Bambang Supriyanto, 2015. Indonesia dan Jepang Sepakat Kaji Ulang IJEPA. diakses 
http://finansial.bisnis.com/read/20150122/9/393929/indonesia-dan-jepang-sepakat-kaji-ulang-ijepa. 
pada : 13 Desember 2015 pukul 16:15 
17 Purwoko, 2012, IJEPA tak berikan manfaat signifikan ke Indonesia. Di akses 
http://www.kemenperin.go.id/artikel/8198/IJEPA-Tak-Berikan-Manfaat-Signifikan-bagi-Indonesia. 
pada 13 Desember 2015 pukul 16:49 
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dan diperkirakan 30,2% dari nilai ekspor tersebut atau sebesar 221,03 juta 
USD merupakan produk yang masih dikenakan tariff normal berkisar 3,5-
10%, diantaranya teri, sarden dan tuna, makarel, rajungan, abalone, 
teripang, telur ikan.18 
Dilihat dari sejumlah kasus yang saat ini terjadi pada sektor perikanan 
dalam hal ini tuna, menurut artikel dari detik.com : 
“tuna asal Indonesia harus terkena bea masuk impor sebesar 7,5%, 
sedangkan dinegara lain dikenakan tarif 0%. Padahal Indonesia sudah 
memiliki perjanjian kerjasama perdagang bebas bilateral dengan 
Jepang yaitu Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement 
(IJEPA). Tingginya bea masuk impor tuna dari Indonesia ke Jepang 
membuat pemerintah gelisah karena berdampak pada penurunan 
daya saing ikan tuna Indonesia di pasar Jepang.”19 
 
Hal ini bertentangan dengan salah satu prinsip GATT yaitu  Prinsip 
Most Favoured Nation (MFN) ini termuat dalam pasal I GATT. Prinsip ini 
menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan 
atas dasar non-diskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota 
terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama 
dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang 
menyangkut biaya-biaya lainnya. 
Terlebih tuna yang di ekspor oleh negara-negara tersebut adalah tuna 
yang di tangkap dari sekitar perairan Indonesia yang kemudian di ekspor 
ke berbagai belahan dunia dengan harga yang fantastis tanpa terkena tarif 
bea masuk yang tinggi. Contohnya pada bulan Februari tahun 2015, 
                                                             
18 Rizki Fadhli, 2015, Penurunan Tarif Bea Masuk di Jepang dalam Kerangka IJEPA. diakses 
http://www.djpdspkp.kkp.go.id/artikel-943-penurunan-tarif-bea-masuk-tbm-di-jepang-dalam-
kerangka-ijepa.html. pada 13 Desember 2015 pukul 16:55  
19 Rista Rama Dhany, 2015, Kasus Ekspor Tuna Salah Satu Alsan Jokowi Evaluasi Perdagangan 
Bebas. diakses http://finance.detik.com/read/2015/03/17/211028/2861721/4/kasus-ekspor-tuna-
salah-satu-alasan-jokowi-evaluasi-perdagangan-bebas. pada 13 Desember 2015 pukul 17:43 
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Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyoroti selisih tarif bea 
masuk impor yang cukup tinggi antara tuna Indonesia dengan tuna asal 
General Santos (Gensan), Filipina sebesar 22% saat akan masuk Uni 
Eropa. Padahal menurut Menteri Susi, 99,9% ikan tuna di General Santos 
Filipina berasal dari Bitung, Sulawesi Utara yang didapat dengan 
mekanisme ilegal dengan cara transhipment atau bongkar muat ikan di 
laut kawasan perbatasan.20 Tidak menutup kemungkinan hal serupa juga 
terjadi terhadap tuna-tuna yang di ekspor ke Jepang dari negara tetangga 
lainnya berasal dari Indonesia. 
Jepang merupakan mitra dagang utama  di sektor perikanan yang 
mencakup sekitar 16% dari  total nilai ekspor produk perikanan Indonesia 
ke dunia, yaitu 4,6 Milyar USD. Bagi Jepang, Indonesia adalah pemasok 
produk perikanan utama diantara negara-negara ASEAN. Kontinuitas 
suplai produk perikanan asal Indonesia merupakan salah 
satu concern Jepang. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, 2012-2014, 
total nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang terus mengalami 
penurunan sebesar 6-8%. Total nilai ekspor ke Jepang pada tahun 2012 
sebesar 843,2 juta USD, pada tahun 2013 sebesar 791,0 juta USD dan 
pada tahun 2014 sebesar 731,9 juta USD. Disamping  penurunan daya 
beli masyarakat Jepang, penurunan nilai tukar yen terhadap dolar, dan 
kebijakan penyerapan produksi tuna hasil kerjasama investasi dengan 
                                                             
20 Wiji Nurhidayat, 2015, Ironis ekspor tuna filipina dapat diskon di Eropa tapi RI tak bisa. Diakses 
http://finance.detik.com/read/2015/02/18/133535/2836617/4/1/ironis-ekspor-tuna-filipina-dapat-
diskon-di-eropa-tapi-ri-tak-bisa. pada : 13 Desember 2015 pukul 18:13  
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Spanyol, besaran tarif bea masuk (TBM) ditengarai menjadi salah satu 
faktor penyebab hambatan ekspor ke Jepang.21 
Sektor perikanan Indonesia dalam era perdagangan bebas 
mempunyai peluang yang cukup besar. Indonesia merupakan negara 
bahari yang sangat kaya dengan potensi perikananan dan kelautannya. 
Laut Indonesia memiliki luas kurang lebih 3,1 juta km2 (perairan laut 
teritorial 0,3 juta km2 dan perairan nusantara 2,8 juta km2) dan perairan 
Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) seluas lebih kurang 2,7 juta km2 
menyimpan banyak jenis ikan dan hasil perairan laut lainnya yang memiliki 
nilai ekonomis yang sangat penting dan sebagai salah satu penyumbang 
terbanyak terhadap devisa negara. 
 Di kawasan ASEAN, Indonesia menempati urutan kedua sebagai 
negara produsen ikan tuna setelah Thailand. Hal ini disebabkan 
perbedaan tingkat eksploitasi baik dari segi jumlah maupun teknologi 
penggunaan alat tangkap. Mengingat bahwa perairan Indonesia masih 
luas maka peluang untuk meningkatkan produksi masih besar dan itu 
berarti juga peluang untuk meningkatkan ekspor sebagai penambah 
devisa negara juga besar. Potensi peningkatan akses pasar produk 
perikanan ke Jepang juga masih sangat dimungkinkan jika TBM tuna 
olahan, yang saat ini tidak dicakup dalam kesepakatan penurunan 
TBM (exclude), dibebaskan TBM-nya. Ekspor produk tuna olahan saja 
                                                             
21 Rizki Fadhli, 2015, Penurunan Tarif Bea Masuk di Jepang dalam Kerangka IJEPA. diakses 
http://www.djpdspkp.kkp.go.id/artikel-943-penurunan-tarif-bea-masuk-tbm-di-jepang-dalam-
kerangka-ijepa.html.  pada : 13 Desember 2015 pukul 14:39 
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sebesar 57,5 juta USD atau 19,3% dari  total nilai impor Jepang dari dunia 
untuk produk tersebut pada tahun 2014, yaitu sekitar 297,1 juta USD.22 
Begitu banyak kendala yang di hadapai Indonesia dalam 
meningkatkan devisa negara melalui sektor perikanan dalam hal ini tuna, 
adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang menjadi peluang 
yang sangat baik untuk meningkatkan arus ekspor dan impor kedua 
negara khususnya dari sektor perikanan, tetapi hal ini juga harus 
berbanding lurus dengan dukungan pemerintah terhadap persoalan yang 
dihadapi untuk meningkatkan produksi ikan, antara lain sarana dan 
prasarana jalan belum memadai termasuk infrastruktur pelabuhan dan 
pusat pendaratan ikan, sumber daya listrik dan bahan bakar minyak yang 
terbatas, fasilitas transport darat, udara, serta laut tidak menunjang 
sehingga biaya transport tinggi, adanya kegiatan penangkapan ikan ilegal 
dan penjualan ikan antarkapal dan pengelolaan perikanan belum mapan, 
seperti pendataan (logbook) dan pengendalian penangkapan yang dapat 







                                                             
22 Rizki Fadhli, 2015, Penurunan Tarif Bea Masuk di Jepang dalam Kerangka IJEPA. diakses 
http://www.djpdspkp.kkp.go.id/artikel-943-penurunan-tarif-bea-masuk-tbm-di-jepang-dalam-
kerangka-ijepa.html. pada 13 Desember 2015 pukul 17.33 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah skema penurunan tarif bea masuk impor atas 
komoditas ikan tuna ke Jepang menurut perjanjian Indonesia-
Japan Economic Partnership Agreement ? 
2. Berapa persen kontribusi ekspor komoditas ikan tuna terhadap 
neraca perdagangan Indonesia ? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui skema penurunan tarif bea masuk impor 
atas komoditas ikan tuna ke Jepang sesuai dengan perjanjian 
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. 
b. Untuk mengetahui berapa persen komoditas ikan tuna 
berkontribusi terhadap neraca perdagangan Indonesia. 
 
2. Manfaat Penelitian  
a. Dari penelitian ini diharapkan dapat di ketahui bagaimana 
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kedua negara 
khususnya Indonesia sendiri. 
b. Dari penelitian ini kita dapat mengetahui tarif bea masuk Impor 
ke Jepang dari sektor hasil laut (Tuna) 
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c. Dari penelitian ini kita dapat melihat efektifitas Indonesia-
Japan Economic Partnership Agreement terhadap 
kesesuaintarif bea masuk impor hasil laut (Tuna) yang 
dibahas dalam perjanjian. 
d. Dari penelitian ini kita dapat melihat kontribusi komoditas ikan 






















A. Perjanjian Internasional 
1. Pengertian Perjanjian Internasional 
Perjanjian Internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih 
subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu 
dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak 
dan kewajiban yang diatur oleh hukum internsional.23 Perjanjian 
internasional timbul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan antar 
negara-negara di dunia, yang pada era globalisasi ini berkembang 
sehingga mencakup hubungan antara negara dengan organisasi 
internasional, maupun antara organisasi internasional lainnya.24 
Perjanjian internasional sendiri terdiri atas dua yakni perjanjian 
multilateral dan perjanjian bilateral. Sebuah perjanjian multilateral dibuat 
oleh beberapa pihak (negara) yang mengatur hak dan kewajiban masing-
masing pihak, sedangkan perjanjian bilateral dibuat antara dua negara 
dan hanya mengikat keduabelah pihak. 




                                                             
23I Wayan Parthiana. 2002. Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 1, Mandar Maju, Bandung, 
hal.12 
24Eddy Pratomo. 2011, Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi, 
P.T.Alumni, Bandung, hal.41  
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a. Mochtar Kusumaatmadja  
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara 
anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk 
menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.25 
b. Konferensi Wina (1969)  
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat 
antarnegara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum 
internasional, apakah dalam intrumen tunggal atau dua atau lebih 
instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan 
padanya.26 
c. Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional  
Perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, 
yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara 
tegas oleh negara-negara yang bersangkutan.27 
Jadi, perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh 
masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan mengakibatkan hukum tertentu. 
Disebut perjanjian internasional jika perjanjian diadakan oleh subjek 
hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. 
Perjanjian internasional sebagai subjek hukum internasional juga lebih 
menjamin kepastian hukum serta mengatur masalah-masalah bersama 
yang penting.  
                                                             
25Mochtar Kusumaatmadja. 2003. Pengantar Hukum Internasional,  Alumni, Bandung, hal.117 
26Boer Mauna.  2015, Hukum Internasional : pengertian peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika 
Global Edisi ke 2, PT.Alumni, Bandung, hal.84 
27Muhammad Ashri. 2012. Hukum Perjanjian Internasional: dari terbentuk hingga akhir berlakunya, 
Arus Timur, Makassar, hal.4 
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2. Klasifikasi Perjanjian Internasional 
a. Berdasarkan Subjeknya 
Menurut Eddy Pratomo subjek-subjek yang dapat membentuk 
perjanjian internasional yaitu : 
1) Negara; 
2) Organisasi Internasional; 
3) Palang Merah Internasional; 
4) Tahta Suci /Vatican; 
5) Belligerent.28 
Dalam perkembangannya sekarang subjek hukum internasional 
sudah tidak lagi terbatas oleh kelompok-kelompok diatas tetapi telah 
meliputi individu (perorangan), sehingga dari pengertiannya 
Muhammad Ashri mengatakan, dari segi subjek yang terlibat dalam 
perjanjian internasional dapat dibagi atas perjanjian multilateral dan 
perjanjian bilateral. Perjanjian multilateral diadakan oleh lebih dari dua 
negara, sedangkan perjanjian bilateral diadakan oleh dua negara.29 Di 
definisikan secara lebih luas dan hanya mengelompokan negara. 
Dalam perjanjian persahabatan bilateral, kedua negara 
memberikan beberapa preferensi atau perlakuan khusus tertentu 
berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor kedua negara, perjanjian ini  
                                                             
28Eddy Pratomo, op.cit, hal 48 
29Muhammad Ashri, op.cit,  hal.25 
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biasanya disebut juga dengan nama FCN Treaties(Friendship, 
Navigation, and Commerce) 30 
b. Berdasarkan Bentuknya  
Secara garis besar bentuk perjanjian internasional dibedakan 
menjadi dua bentuk, yakni : 
1) Perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis atau 
perjanjian internasional lisan (unwritten agreement atau oral 
agreement); 
2) Perjanjian internasional yang berbentuk tulisan (written 
agreement)31 
c. Berdasarkan Sifat Pelaksanaannya  
Klasifikasi berdasarkan sifat pelaksanaanya dapat dibedakan atas 
dua macam, yaitu: 1) Dispositive Treaties (perjanjian yang bersifat 
menentukan), yaitu perjanjian yang maksud tujuannya telah tercapai 
dengan dilaksanakannya isi daripada perjanjian itu, misalnya 
perjanjian tapal batas negara, perjanjian mengenai penyerahan 
wilayah atau penyerahan kedaulatan; 2) Executory Treaties 
(perjanjian yang bersifat pelaksanaan atau eksekusi), yaitu perjanjian 
yang pelaksanaan atau eksekusi, yaitu perjanjian yang pelaksanaanya 
tidak sekaligus, tetapi harus dilanjutkan secara terus menerus selama 
jangka waktu perjanjian berlaku.32 
 
                                                             
30Hans Van Houtten. 1995, The Law of International Trade, Sweet and Maxwell , London, hal.3 
31I Wayan Parthiana, op.cit, hal.35  
32Muhammad Ashri, op.cit, hal 33 
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d. Berdasarkan Fungsinya 
1) Law Making Treaty atau Law Creatin Treaty ( Perjanjian yang 
membentuk atau menciptakan Hukum), yaitu suatu perjanjian 
yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah kaidah 
hukum bagi masyarakat internasional secara kesuluruhan 
yang pada umumnya bersifat multilateral dan biasanya 
terbuka bagi pihak ketiga.33 
2) Treaty Contract (Perjanjian yang bersifat khusus atau 
kontrak), yaitu perjanjian yang menyerupai suatu kontrak atau 
perjanjian dalam hukum perdata, hanya menimbulkan hak dan 
kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saja. 
 
3. Tahapan Perjanjian Internasional 
Proses pembentukan perjanjian internasional, hingga saat ini masih 
belum disepakati oleh para sarjana. Namun demikian, pembentukan 
perjanjian internasional secara umum banyak diatur oleh konstitusi atau 
oleh hukum kebiasaan masing-masing negara.34 Berikut ini adalah 
tahapan perjanjian internasional yang disederhanakan: 
a. Perundingan (negotiation) 
Proses negosiasi adalah tahap pertama yang dilakukan oleh utusan 
resmi dari negara-negara yang bersangkutan.35Perundingan atau 
                                                             
33Muhammad Ashri, op.cit, hal.34  
34Ibid hal.39 - 41 




negosiasi adalah musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan yang 
disetujui bersama. 
Dalam melakukan perundingan masing-masing negara dapat 
mengirimkan perwakilannya dengan menunjukkan surat kuasa penuh. 
Jika sudah ada kesepakatan bersama menyangkut perjanjian ini maka 
akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Sesuai ketentuan pasal 7 
konvensi Wina 1969 diatur bahwa utusan resmi suatu negara harus 
disertai dokumen full powers kecuali jika utusan tersebut memiliki jabatan 
atau posisi yang menurut praktik dan kebiasaan memang sudah memiliki 
wewenang untuk mewakili negaranya, tanpa memerlukan dokumen full 
powers.36 
b. Penandatanganan (Signature) 
Setelah dilakukan perundingan akan ada proses penandatanganan. 
Biasanya proses ini dilakukan oleh menteri luar negeri atau kepala 
pemerintahan. Untuk perjanjian multilateral (negara yang terlibat lebih dari 
2) maka hasil kesepakatan dianggap sah jika suara sudah mencapai 2/3 
suara peserta yang hadir untuk memberikan suara. Namun demikian 
perjanjian belum dapat diterapkan apabila belum melalui tahap 
pengesahan (ratifikasi) oleh masing-masing negaranya. Dalam beberapa 
situasi, penandatanganan dapat serta merta mengikat negara yang 
menandatangani. Namun, seringkali penandatanganan belum mengikat 
negara tersebut sampai adanya ratifikasi. Di beberapa negara seperti 




Indonesia dan Amerika Serikat, suatu perjanjian akan di anggap mengikat 
setelah ratifikasi, setelah melewati proses di badan legislatif.37 
c. Pengesahan (Ratification) 
Proses yang terakhir sebelum perjanjian itu berlaku adalah 
pengesahan atau ratifikasi. Suatu negara mengikatkan diri pada suatu 
perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang 
berwenang dinegaranya. Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian 
internasional, konstitusi, atau dokumen yang bersifat nasional lainnya 
(seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap 
entitas kecil di dalam bagiannya. Proses ratifikasi konstitusi sering 
ditemukan pada negara federasi seperti Amerika Serikat atau konfederasi 
seperti Uni Eropa.  
Pada pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai 
tindakan internasional dimana suatu negara menyatakan kesediaannya 
atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian 
internasional.Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru 
mengikat sejak penandatanganan ratifikasi.38  
Ketika suatu negara meratifikasinya, negara tersebut berkewajiban 
untuk mengundangnya ke dalam aturan hukum nasionalnya. Perjanjian 
internasional yang telah di ratifikasi tersebut kemudian menjadi bagian 
dari hukum nasioanl negara tersebut.39 
                                                             
37Michael Akehrust. 1974, Custom as a source of International Law, 42 British Yearbook of 
International Law 1, p.132 
38 Ratifikasi , 2016 https://id.wikipedia.org/wiki/Ratifikasi, di akses  Jumat 18/12/15 pukul 18.30  
39Huala Adolf. 2009, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 78 
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4. Pembatalan atau berakhirnya suatu Perjanjian 
Menurut Boer Mauna, batalnya suatu perjanjian internasional 
disebabkan karena, a) bentuk perjanjian yang salah atau bertentangan 
dengan ketentuan hukum nasional (iregularitas formal); b) adanya 
kekeliruan mengenai unsur pokok atau dasar perjanjian (iregularitas 
substansial).40 
Masalah pembatalan, pengakhiran serta penangguhan suatu 
perjanjian internasional, dapat dilihat pengaturannya dalam Konvensi 
Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian maupun dalam hukum nasional 
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perjanjian Internasional. Menurut 
ketentuan pasal 18 dari undang-undang tersebut mengemukakan 
berbagai pertimbangan atau alasan yang dapat dipakai oleh suatu negara, 
dalam hal ini Indonesia dalam mengakhiri suatu perjanjian, yaitu: 
a. Adanya kesepakatan dari para pihak melalui prosedur yang di 
tetapkan dalam perjanjian; 
b. Perjanjian yang telah berlaku telah mencapai tujuannya; 
c. Terdapat perubahan mendasar (fundamental change) yang 
memengaruhi pelaksanaan daripada perjanjian tersebut; 
d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan 
perjanjian itu; 
e. Dibuatnya suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian 
lama; 
                                                             
40Muhammad Ashri, Op.cit, hal 141 
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f. Munculnya norma-norma baru dalam hukum internasional; 
g. Hilangnya obyek perjanjian dari perjanjian yang bersangkutan; 
h. Adanya hal-hal yang menimbulkan kerugian terhadap kepentingan 
nasional.41 
Meskipun ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perjanjian 
Internasional tidak menyebutkan masalah invalidity perjanjian, tetapi 
hanya mengemukakan masalah pengakhiran perjanjian, namun undang-
undang ini pada prinsipnya menggabungkan dan mengintegrasikan 
semua alasan yang tercantum dalam part V dari Konvensi yang mencakup 
alasan-alasan mengenai batalnya suatu perjanjian (invalidity of treaty) 
sebagaimana diatur dalam Pasal 46-53 Konvensi Wina 1969 serta alasan-
alasan pengakhiran dan penangguhan berlakunya perjanjian (Termination 
and Suspension of the Operation of Treaty) sebagaimana diatur dalam 
Pasal 54-64 Konvensi tersebut (Pasal 18 Undang-Undang Perjanjian 
Internasional). 
 
B. Perdagangan Internasional 
1. Pengertian Perdagangan Internasional 
Perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang 
dan jasa melintasi batas-batas suatu negara atau territorial suatu negara 
ke territorial negara lainnya. Kegiatan perdagangan ini merupakan 
sumber penyumbang yang berarti bagi Gross Domestic Product dan 
                                                             
41Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. 
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sangat berarti bagi pertumbuhan perekonomian, sosial, politik suatu 
negara. Kebangkitan industri, transportasi, globalisasi, korporasi 
multinasional mempunyai arti yang sangat penting dalam era globalisasi 
dan berdapak dalam peningkatan perdagangan internasional. Filosofi 
dan konsep yang terkandung dalam perdagangan internasional adalah, 
interpendensi atau sifat ketergantungan antar negara satu dengan 
negara lainnya. Sifat ini melahirkan hubungan-hubungan dagang antar 
negara yang diatur ddengan undang-undang nasional masing-masing 
negara, atau kesepakatan bilateral/regional/multilateral.42 
2. Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional Dalam Ketentuan 
GATT-WTO 
a) Prinsip Non Diskriminasi 
Prinsip Non Diskriminasi ini menurut Muhammad Sood meliputi: 
Prinsip Most Favooured Nation (MFN Principle) dan Prinsip National 
Treadment (NT Principle). 
1. Prinsip Most Favoured Nation (MFN) 
Prinsip ini diatur dalam Article 1 section (1) GATT 1947, yang 
berjudul General Favoure Nation Treatment, merupakan prinsip Non 
Diskriminasi terhadap produk sesama negara-negara anggota WTO. 
Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan 
negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaanya dan 
kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya. 
Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan 
                                                             
42Muhammad Ali Purwinto. 2010. Reformasi Kepabeaan, Delta Buku, Yogyakarta hal.4-5 
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tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau ditujukan kepada semua 
anggota GATT. 
 Pengecualian terhadap prinsip Most Favoured Nation (MNF) 
sebagaimana diatur dalam Article XXIV GATT 1947, yaitu tidak berlaku: 
a. Dalam hubungan ekonomi antar negara-negara anggota Free 
Trade Area/Customs Union dengan negara-negara yang bukan 
anggota. 
b. Dalam hubungan dagang antara negara-negara maju dan negara-
negara berkembang melalui GSP (Generalized System of 
Preferences). 
2. Prinsip National Treatment (NT) 
Prinsip ini diatur dalam Article III GATT 1947, berjudul “National 
Treatment on International Taxation and Regulation”, yang menyatakan 
bahwa, “this standard provides for inland parity that is say equality for 
tretment between nation and foreigners”. 
 Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa prinsip ini tidak menghendaki 
adanya diskriminasi antarproduk dalam negeri dengan produk serupa 
dari luar negeri. Artinya, apabila suatu produk impor telah memasuki 
wilayah suatu negara karena diimpor, maka produk impor itu harus 
mendapat perlakuan yang sama, seperti halnya perlakuan pemerintah 





b) Prinsip Resiprositas 
Prinsip yang mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik diantara 
sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan 
internasional. Artinya, apabila suatu negara dalam kebijaksanaan 
perdagangan internasionalnya menurunkan tarif masuk atas produk 
impor dari suatu negara, maka negara yang mengekspor produk tersebut 
wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara pertama 
tadi.43 
Prinsip ini diterapkan terutama dalam hal terjadinya pertukaran 
barang antara dua negara secara timbal balik, dan menghendaki adanya 
kebijaksanaan atau konsesi yang seimbang dan saling menguntungkan 
antara negara yang satu dengan yang lainnya dalam perdagangan 
internasional. 
c) Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif 
Hambatan kuantitatif dalam GATT/WTO adalah hambatan 
perdagangan yang bukan merupakan tarif atau bea masuk. Termasuk 
dalam katagori hambatan ini adalah kuota dan pembatasan ekspor 
secara sukarela. Menyadari bahwa pembatasan kuota cenderung  tidak 
adil dan dalam prakteknya justru dikriminasi. Oleh karena itu, hukum 
perdagangan internasional melalui WTO, menetapkan menghendaki 
transparansi dan menghilangkan jenis hambatan kuantitatif.44  Jadi, jika 
ingin melakukan proteksi perdagangan internasional, tidak boleh 
                                                             
43Muhammad  Sood. Hukum perdagangan internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 




menggunakan kouta sebagai penghambat, melainkan hanya tarif yang 
hanya boleh diterapkan. 
 
C. Free Trade Area 
Free Trade Area (wilayah perdagangan bebas) adalah daerah meliputi 
sebuah blok perdagangan yang anggota negara telah menandatangani 
perjanjian perdagangan bebas (FTA). Perjanjian tersebut melibatkan 
kerjasama antara setidaknya dua negara untuk mengurangi kuota 
perdagangan hambatan impor, tarif dan untuk meningkatkan perdagangan 
barang dan jasa satu sama lain.45. 
Tidak seperti bea cukai, anggota dari kawasan perdagangan bebas 
tidak memiliki tarif eksternal umum, yang berarti mereka memiliki kuota 
dan peraturan yang berbeda-beda kesetiap negara, serta kebijakan lain 
sehubungan dengan non-anggota. Untuk menghindari penghindaran tarif 
(melalui re-ekspor) negara-negara menggunakan sistem sertifikasi asal 
yang paling sering disebut aturan asal, di mana ada persyaratan untuk 
tingkat minimum input bahan lokal dan transformasi lokal menambah nilai 
barang. Hanya barang yang memenuhi persyaratan minimum berhak atas 
perlakuan khusus dibayangkan oleh ketentuan perdagangan bebas. 
Tujuan dari Free Trade Area adalah untuk mengurangi hambatan 
pertukaran sehingga perdagangan yang dapat tumbuh sebagai akibat dari 
spesialisasi, pembagian kerja, dan yang paling penting melalui 
                                                             
45Sullivan, Arthur Steven M. Sheffrin (2003). Economics: Principles in action. Upper Saddle River, 
New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. p. 453.  
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keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif berpendapat bahwa 
dalam pasar terbatas (dalam kesetimbangan) setiap sumber produksi 
akan cenderung mengkhususkan diri dalam kegiatan yang mana ia 
memiliki perbandingan (bukan absolut) keuntungan.46 Teori ini 
berpendapat bahwa hasil bersih akan menjadi peningkatan pendapatan 
dan akhirnya kekayaan dan kesejahteraan untuk semua orang di daerah 
perdagangan bebas. Tetapi teori ini hanya mengacu pada kekayaan 
agregat dan tidak mengatakan apa-apa tentang distribusi kekayaan, pada 
kenyataannya mungkin ada kerugian pada daerah yang signifikan, 
khususnya di kalangan industri baru-baru ini dilindungi dengan kerugian 
komparatif. Pada prinsipnya, keuntungan keseluruhan dari perdagangan 
dapat digunakan untuk mengkompensasi efek mengurangi hambatan 
perdagangan dengan transfer antar pihak yang tepat. 
 
D. Tarif (Bea Masuk) 
1. Pengertian Tarif 
Tarif tidak secara tegas di definisikan dalam ketentuan GATT, 
melainkan hanya menyebutkan istilah “customs, duties, and charges” 
                                                             
46Teori Keunggulan Comparative ini dikemukakan oleh salah satu pakar ekonomi politik inggris 
David Ricardo. Melalui teori keunggulan komparatif, Ricardo menyatakan bahwa sebuah negara 
harus memusatkan kegiatan perekonomiannya pada industri-industri yang menjadi keunggulannya 
dan paling kompetitif secara internasional, serta melakukan kegiatan perdagangan dengan negara 
lain untuk memperoleh barang-barang yang tidak diproduksi secara nasional. Pada intinya, Ricardo 
memperkenalkan pemikiran spesialisasi industri ekstrem oleh suatu negara dan pendayagunaan 
industri nasional yang menguntungkan dan berdaya saing. Walaupun teori klasik ini pernah di 




dalam kaitannya dengan kegiatan ekspor-impor.47 Tarif Adalah 
pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang 
melewati batas suatu negara.48 GATT telah mengatur prinsip dasar tarif, 
prinsip ini diatur dalam Article II section (2) GATT-WTO 1995, bahwa 
setiap negara anggota WTO harus mematuhi berapapun besarnya tarif 
yang telah mengikat.49 Pemberian tarif/pembebanan pajak diperlukan 
guna menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dan memperbaiki dasar 
tukar (terms of trade).50 Sementara itu, barang-barangyang masuk ke 
wilayah negara dikenakan bea masuk akan mengurangi tingkat impor 
barang secara berlebihan, karena dengan mengenakan tarif bea terhadap 
barang-barang impor akan menyebabkan naiknya harga barang yang di 
impor sehingga berdampak pada kurangnya daya beli masyarakat 
terhadap barangtersebut, dan mengurangi persaingan dengan produksi 
barang dalam negeri. Tetapi, banyak barang luar negeri yang dibutuhkan  
kemudian tidak diproduksi didalam negeri, seperti handphone, mobil,dan 
elektronik lainnya, sehingga dengan terpaksa kita harus tetap 
mengimporbarang dari luar. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada 
kenaikan harga barang.  Dengan pengenaan bea masuk yang besar, 
                                                             
47Taryana Sunandar, 1996, Perdagangan Hukum Perdaganagn Internasional dari GATT 1947 
sampai terbentuknya WTO, BPHN., Jakarta, hal. 10. 
48Nopirin, op.cit, hal. 51. 
49Muhammad Sood. 2011, Hukum Perdagangan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta. hal 48 
50Terms of Trade memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan suatu bangsa dan 
juga sebagi pengukur posisi perdagangan luar negeri suatu bangsa. Terdapat beberapa konsep 
terms of trade yang digunakan oleh negara-negara, namun untuk negara berkembang konsep 
Income Terms of Trade penting untuk dinilai dengan mempertimbangkan volume ekspomnya. 
Kenaikan Income Terms of Trade menunjukan bahwa suatu negara dapat memperoleh jumlah 
impor yang lebih besar dengan kenaikan nilai ekspornya. Kemampuan mengimpor akan lebih besar 
lagi apabila juga dipertimbangkan adanya aliran modal yang masuk serta penerimaan – 
penerimaan lain selain dari ekspor. Konsep ini dalam commodity of terms trade yakni dasar 
pertukaran dalam mana dua barang itu dipertukarkan.  
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mempunyai maksud memproteksi industri dalam negeri sehingga 
meningkatkan pendapatan negara dan juga membatasi permintaan 
konsumen terhadap produk-produk impor dan mendorong konsumen 
menggunakan produk domestik. 
Tarif digolongkan menjadi ;  
a) Bea Ekspor (Export Duties) adalah pajak/bea yang dikenakan 
terhadap barang yang di angkut menuju negara lain (diluar custom 
area).51 
b) Bea Transito (Transit Duties) adalah pajak/bea yang dikenakan 
terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan 
ketentuan bahwa barang-barang tersebut sebagai tujuan akhirnya 
adalah negara lain. 
c) Bea Impor (Import Duties) adalah pajak/bea yang dikenakan 
terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu 
negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai negara 
tujuan terakhir.52 
Jenis dan kondisi barang akan sangat mempengaruhi pengenaan tarif. 
Bea masuk atas barang impor dihitung dari unsur harga barang (Cost), 
unsur Asuransi (Insurance) dan biaya angkut (Freight) yang dikonversi 
dalam satuan kurs Rupiah dengan nilai tukar yang berlaku pada hari 
dihitungnya bea masuk tersebut. Hasil perhitungan dari ketiga unsur 
                                                             
51Custom area adalah daerah dimana barang-barang bebas bergerak dengan tidak dikenakan bea 
pabean. Batas custom area ini biasanya sama dengan batas wilayah sesuatu negara, tetapi 
kesamaan ini bukanlah merupakan keharusan, contohnya adanya custome union merupakan 
custom wilayah negara. Custom area disini lebih luas daripada wilayah suatu negara. Tetapi 




tersebut disebut Nilai Pabean yang selanjutnya besarnya bea masuk akan 
didapatnya dengan dikalikan besaran bea masuk. 
2. Pembedaan tarif menurut jenisnya 
a) Ad Valorem duties, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan 
dalam persentase dari nilai barang yang dikenakan bea tersebut. 
b) Specific duties, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan untuk 
tiap ukuran fisik daripada barang. 
c) Spesific ad valorem atau compund duties, yakni bea yang 
merupakan kombinasi antara specific dan ad valorem. Misalnya 
suatu barang tertentu dikenakan 10% tariff ad valorem ditambah 
Rp20,00 setiap unit.53 
3. Sistem Tarif 
Dalam menentukan besarnya tarif yang berlaku bagi setiap barang 
atau komoditi yang diperdagangkan secara internasional, para pelaku 
perdagangan internasional (eksportir-importir) menggunakan pedoman 
berdasarkan sistem tarif yang berlaku. Sistem tarif yang dimaksud adalah 
sebagai berikut : 
a. Single-column tariffs 
Sistem di mana untuk masing-masing barang hanya mempunyai 
satu macam tarif. Biasanya sifatnya autonomous tariffs (tarif yang 
tingginya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan 
dengan negara lain) kalau tingginya tarif ditentukan dengan perjanjian 
                                                             
53Nopirin. Op.cit, hal 52 
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dengan negara lain disebut conventional tariffs.54 Pengenaan satu tarif 
untuk satu jenis barang atau komoditi yang besarnya (presentasenya) 
berlaku sama untuk impor komoditi tersebut dari negara mana saja, 
tanpa kecuali. 
b. Double-column tariffs  
Pengenaan satu tarif untuk satu komoditi yang besar presentase 
tarifnya berbeda antara satu negara dengan negara lain.Sistem ini 
dimana untuk setiap barang memiliki 2 (dua) tarif. Apabila kedua tarif 
tersebut ditentukan sendiri dengan undang-undang, maka namanya : 
“bentuk maksimum dan minimum”. Dalam bentuk ini jika tarif 
maksimum sebagai normal duties maka tarif minimumnya digunakan 
untuk barang dari negara-negara tertentu yang mengadakan 
perjanjian tarif dengan negara tersebut, tetapi apabila tarif minimum 
sebagai normal duties maka tarif maksimum digunakan untuk 
membalas tindakan negara lain yang memberikan tarif barang yang 
lebih tinggi. Jika tarif maksimum sebagai normal duties sedang tarif 
yang lebih rendah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan negara 
lain, (jadi sebagian autonomous dan sebagian conventional) maka 
bentuk ini di namakan “general and conventional form”55 
c. Triple-column tariffs 
Biasanya sistem ini digunakan oleh negara penjajah. Sebenarnya 
sistem ini hanya perluasan daripada double column tariffs, yakni 
                                                             




dengan menambah satu macam tariff preference untuk negara-negara 
bekas jajahan atau afiliasi politiknya. Sistem ini sering di sebut dengan 
nama “preferential system”.56 
Tarif dari sistem ini ditentukan oleh lembaga tarif internasional 
GATT yang persentasenya diturunkan, bahkan untuk beberapa 
komoditi sampai menjadi 0% yang diberlakukan oleh negara terhadap 
komoditi yang diimpor dari negara-negara tertentu karena adanya 
hubungan khusus antara negara pengimpor dengan negara 
pengekspor. 
4. Efek Tarif  
Pembebanan tarif terhadap suatu barang dapat mempunyai efek 
terhadap perekonomian suatu negara, khusunya terhadap pasar barang 
tersebut. Beberapa macam efek tersebut adalah : 
a. Efek terhadap harga (price effect), 
b. Efek terhadap konsumsi (consumption effect), 
c. Efek terhadap produk (protective/import substitution effect), 
d. Efek terhadap redistribusi pendapatan (redistribution effect).57 
 
E. Ekspor-Impor  
1. Pengertian Ekspor 
Banyak orang atau badan hukum yang melakukan penjualan barang 
ke luar negeri.Kegiatan tersebut disebut ekspor, dan orang atau badan 
yang melakukannya dinamakan eksportir. Ekspor berasal dari produksi 
                                                             
56Ibid 
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dalam negeri dijual/dipakai oleh penduduk luar negeri, maka ekspor 
merupakan injeksi ke dalam aliran pendapatan seperti halnya investasi.58 
Tujuan eksportir adalah untuk memperoleh keuntungan.Harga barang-
barang yang diekspor tersebut di luar negeri lebih mahal dibandingkan 
dengan di dalam negeri. Jika tidak lebih mahal, eksportir tidak tertarik 
untuk mengekspor barang yang bersangkutan. Tanpa kondisi itu, kegiatan 
ekspor tidak akan menghasilkan keuntungan. 
Dengan adanya ekspor, pemerintah memperoleh pendapatan berupa 
devisa. Semakin banyak ekspor semakin besar devisa yang diperoleh 
negara. Secara garis besar, barang-barang yang diekspor oleh 
Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu minyak bumi dan gas alam 
(migas) dan nonmigas. 
Ekspor suatu negara adalah impor negara lain. Dengan harga 
dianggap tetap, ekspor tergantung dari pendapatan luar negeri bukan 
pendapatan nasional negara tersebut. Oleh karena itu dalam diagram 
ekspor pedapatan nasional, fungsi ekspor digambarkan sebagai garis 
lurus horizontal. Artinya ekspor tidak tergantung pada pendapatan 
nasional.59 Para kaum klasik sebelum David Ricardo umumnya 
berpendapat bahwa suatu negara mengekspor barang tertentu karena 
negara tersebut bisa menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang 
                                                             
58 Nopirin. Op.cit, hal. 239 
59 Nopirin. Op.cit, hal. 241 
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secara mutlak lebih murah daripada negara lain (yaitu, karena mempunyai 
keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut).60 
2. Pengertian Impor 
Banyak orang atau lembaga yang membeli barang dari luar negeri 
untuk dijual lagi di dalam negeri. Kegiatan ini disebut dengan impor, dan 
orang atau lembaga yang melakukan impor disebut Importir. Importir 
melakukan kegiatan impor karena menginginkan laba. Sebenarnya impor 
merupakan kebocoran dari pendapatan, karena menimbulkan aliran modal 
ke luar negeri. Oleh karena itu pendapatan yang ditimbulkan karena 
proses produksi dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam 
negeri, atau keluar dari aliran sebagai tabungan negara atau pembelian 
barang dari luar negeri.61 Kegiatan impor dilakukan jika harga barang yang 
bersangkutan di luar negeri lebih murah. Harga yang lebih murah tersebut 
karena antara lain: 
b) negara penghasil mempunyai sumber daya alam yang lebih 
banyak, 
c) negara penghasil bisa memproduksi barang dengan biaya yang 
lebih murah, dan 
d) negara penghasil bisa memproduksi barang dengan jumlah yang 
lebih banyak. 
Kegiatan impor mempunyai dampak positif dan negatif terhadap 
perekonomian dan masyarakat. Untuk melindungi produsen di dalam 
                                                             
60 Boediono. 2015, Pengantar Ilmu Ekonomi 3 : Ekonomi Internasional, BPFE, Yogyakarta, hal.20 
61 Nopirin.Op.cit, hal. 239 
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negeri, biasanya suatu negara membatasi jumlah (kuota) impor.Selain 
untuk melindungi produsen dalam negeri, pembatasan impor juga 
mempunyai dampak yang lebih luas terhadap perekonomian suatu 
negara.  
 
F. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement 
Pembicaraan tentang perjanjian kemitraan ekonomi antara Jepang 
dan Indonesia dimulai dengan kesepakatan yang dicapai antara pemimpin 
kedua negara pada bulan Juni 2005. Setelah mengkonfirmasi 
kesepakatan umum tentang poin-poin penting dari EPA pada pertemuan 
pemimpin yang diadakan pada bulan November 2006, perjanjian 
ditandatangani pada pertemuan yang diadakan di Jakarta pada bulan 
Agustus 2007 dan mulai berlaku pada bulan Juli 2008. 
Jepang-Indonesia EPA menjadi perjanjian kemitraan ekonomi keenam, 
setelah sebelumnnya Jepang telah bermitra dengan Singapura, Meksiko, 
Malaysia, Chili dan Thailand. Sedangkan ini merupakan perjanjian 
kemitraan ekonomi pertama bagi Indonesia. 
1. Ringkasan Perjanjian 
Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun kemitraan ekonomi 
antara Jepang dan Indonesia, melalui liberalisasi dan streamlining of 
investments dan perdagangan barang dan jasa, natural movement of 
people, hubungan yang lebih erat di bidang energi dan pertambangan 
sumber daya, kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia, 
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peningkatan dari lingkungan bisnis, dll, dan diharapkan untuk memperkuat 
hubungan bilateral umum, termasuk hubungan ekonomi. 
Perjanjian tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi 
bilateral dengan Indonesia, yang merupakan mitra ekspor 17-peringkat 
dan mitra impor ketujuh peringkat untuk Jepang (FY2007 Trade Statistics). 
Pada saat yang sama, kesimpulan dari EPA dengan negara yang 
merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara diharapkan dapat 
meningkatkan akses ke pasar ASEAN melalui Indonesia. Di bidang 
energi, bertujuan untuk menjamin stabilitas di bawah hukum investasi 
yang dilakukan oleh perusahaan Jepang di negara dan, pada saat yang 
sama, mengamankan pasokan yang stabil dari sumber energi dari 
negara.62 
2. Inti dari Perjanjian  
a. Perdagangan barang: penghapusan tarif Komprehensif dan 
pengurangan untuk pertambangan dan produk industri dan produk 
pertanian dalam perdagangan bilateral. 
b. Prosedur Bea Cukai: Jaminan transparansi terkait dengan hukum 
adat terkait dan peraturan, rasionalisasi dan harmonisasi prosedur 
kepabeanan dan bilateral kerjasama dan pertukaran informasi 
antara pihak pabean. 
c. Investasi: perlakuan nasional yang sama , status Most Favoured 
Nation, larangan permintaan untuk melaksanakan langkah-
                                                             
62Japan Goverment, 2016 Outline of the Agreement between Japan and the Republic of Indonesia 
for an Economic Partnership http://www.customs.go.jp/english/canswer_e/keizairenkei/4023_e.htm. 
Di akses pada : 24 Maret  2016 pukul 16:10 
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langkah tertentu, penyelesaian sengketa antara investor dan 
pemerintah nasional dan perlindungan investor dan investasi 
properti. 
d. Layanan: Ikrar untuk akses pasar dan perlakuan nasional yang 
sama di daerah tertentu dari masing-masing negara; status Most 
Favoured Nation yang diberikan kepada penyedia layanan negara 
kepada negara lainnya yang bertanda tangan. 
e. Movement of people and related cooperation: Ikrar untuk 
menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi 
pergerakan alami dari orang diklasifikasikan dalam kategori yang 
ditentukan dalam Lampiran, termasuk kuota untuk penerimaan 
perawat dan pekerja perawatan. 
f. Energi dan sumber daya mineral: Kerjasama dalam 
mempromosikan dan memfasilitasi investasi, pengenalan 
mekanisme konsultasi, prosedur di pengenalan langkah-langkah 
regulasi baru, dan penyediaan skema yang memberikan kontribusi 
untuk pasokan yang stabil, seperti jaminan transparansi dalam 
prosedur persetujuan ekspor. 
g. Intelektual properti, transparansi yang lebih besar dalam sistem 
kekayaan intelektual, jaminan perlindungan yang memadai dan 
penegakan yang lebih besar dari hak kekayaan intelektual dan 
kerja sama di bidang properti intelektual 
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h. Kompetisi: Promosi persaingan melalui tindakan terhadap praktek-
praktek anti-kompetitif dan kerjasama di daerah 
i. Kerjasama: kerjasama dalam sembilan bidang manufaktur, 
pertanian, kehutanan dan perikanan, promosi perdagangan dan 
investasi, pengembangan sumber daya manusia, pariwisata, 
teknologi informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pembelian 
pemerintah, dan lingkungan.63 
3. Trade in Goods 
Perdagangan bebas adalah tidak adanya hambatan yang dilakukan 
pemerintah terhadap barang-barang yang diperdagangkan oleh individu 
atau perusahaan suatu negara ke negara lain (baik ekspor maupun 
impor). Hambatan-hambatan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah 
adalah berupa penetapan tarif, bea masuk, pajak, proteksi, kuota dan 
dumping. Hambatan-hambatan ini dapat dihilangkan melalui sebuah 
perjanjian yang dilakukan oleh dua atau lebih negara. Sesuai dengan 
tujuan utama dari perjanjian ini adalah upaya oleh pemerintah Indonesia 
dan Jepang dalam rangka menciptakan pasar bebas antara Indonesia 
dengan Jepang guna tercapainya hubungan dagang dan investasi yang 
lebih baik. Perjanjian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang 
signifikan terhadap perekonomian kedua negara. Sehingga dalam 
perjanjian tersebut pada Chapter 1 membahas Trade in Goods. 
                                                             
63 Japan Custome, 2016, Outline of the Agreement between Japan and the Republic of Indonesia 
for an Economic Partnership, diakses http://www.customs.go.jp/english/c-
answer_e/keizairenkei/4021_e.htm. pada : 24 Maret  2016 pukul 17:12 
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Dalam Chapter Trade in Goods  Perjanjian kemitraan ekonomi 
Jepang-Indonesia menentukan rincian konsesi tarif di Annex I. Untuk 
produk klasifikasi fast-track, persentase tertentu dari total pos tarif akan 
diturunkan ke 0% pada saat berlakunya IJEPA. Bagi produk klasifikasi 
normal-track, tarif diturunkan menjadi 0% pada jangka waktu tertentu yang 
bervariasi dari minimal tiga tahun hingga maksimal 10 tahun (bagi Jepang) 
atau 15 tahun (bagi Indonesia) sejak berlakunya IJEPA bagi persentase 
tertentu dari total pos tarif. Di samping konsesi tarif tersebut, diatur pula 
suatu skema konsesi tarif khusus bagi sektor-sektor industri tertentu dan 
kompensasinya melalui fasilitasi pusat pengembangan industri 
manufaktur. untuk Jepang yang dirtentukan dalam "Catatan Umum" 
Bagian 1 dari Lampiran I. 






Dan juga, jadwal rinci untuk Jepang pada pengulangan konsultasi , 
kuota tarif dan penghapusan tarif yang tidak sama, dll, yang ditentukan 






























A. Lokasi Penelitian 
Dalam menyusunan skripsi ini penulis akan melakukan penelitian 
kepustakaan, dan akan melakukan penelitian diberbagai tempat yang 
menyediakan literatur-literatur yang diperlukan. Penulis memilih beberapa 
tempat sebagai lokasi untuk melakukan penelitian yaitu Perpustakaan Unit 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas 
Hasanuddin, The Japan External Trade Organization (Jetro Indonesia) di 
Jakarta, dan pelaku eksportir di Makassar. Tempat-tempat tersebut dipilih 
oleh penulis dikarenakan kemudahan akses dan tersedianya berbagai 
literatur yang diperlukan.Selain itu penulis juga mengkaji jurnal-jurnal dan 
lainnya, yang diakses dengan internet yang tentusaja berasal dari sumber 
yang kredible dan terpercaya. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis 
normatif, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum, aturan-aturan 
hukum dan perjanjian yang ada untuk mendapatkan informasi tentang 
permasalahan yang di angkat oleh penulis. 
Data yang akan dikumpulkan oleh penulis bersumber dari 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dapat berupa data 
sekunder (data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, dokumen, 
buku, dan literatur lain) yang berhubungan dengan permasalahan yang 
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diangkat penulis, juga berupa data Primer berupa hasil wawancara dari 
orang-orang yang berkompeten dalam bidang yang diteliti penulis, serta 
berbagai data dan informasi dari media elektronik, media cetak, maupun 
internet. 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang penulis lakukan ialah melalui studi 
lapangan (field research) untuk mendapatkan data primer dan studi 
kepustakaan (library research) untuk mendapatkan data sekunder. Data 
yang penulis peroleh yaitu: 
1. Data primer, yakni data dan informasi yang diperoleh dengan cara 
interview dengan para pelaku ekspor, dinas terkait, maupun para 
pakar yang berkenaan dengan masalah yang diangkat baik secara 
langsung maupun tidak langsung.  
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melaui bahan-bahan 
hukum yang mengikat seperti konvensi, yurispudensi, atau 
perjanjian dan juga melalui bahan hukum seperti jurnal, hasil 
penelitian, karya dari kalangan umum dan sebagainya. 
3. Inventarisasi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan 
Indonesia-Japan Economi Partnership Agreement (IJEPA). 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh selama penelitian, baik itu data primer, 
maupun sekunder yang telah diperoleh, agar menjadi sebuah karya ilmiah 
yang terpadu dan sistematis, maka penulis akan menganalisis data yang 
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A. Analisis Skema Kebijakan Penurunan Tarif Bea Masuk Impor Atas 
Ikan Tuna ke Jepang terkait Indonesia-Japan Economic 
Partnership Agreement. 
1. Skema Ekspor-Impor Indonesia ke Jepang 
Salah satu yang umum digunakan untuk menilai kinerja perdagangan 
adalah pertumbuhan nilai atau volume ekspor-impor rata-rata pertahun 
atau tren pertumbuhan jangka panjangnya. Kinerja ekspor Indonesia yang 
baik dicerminkan salah satunya oleh laju pertumbuhan rata-rata 
pertahunnya yang relativ tinggi dibandingkan negara-negara pesaingnya, 
atau oleh tren pertumbuhan jangka panjangnya yang positif (meningkat). 
Tren pertumbuhan jangka panjang yang meningkat mencerminkan 
perubahan jangka panjang dari tingkat daya saing produk tersebut 
didalam perdagangan global. 
Selama lima tahun terakhir (2005-2009) pertumbuhan ekspor 
Indonesia cenderung meningkat sebesar 20% pertahun, begitu pula 
pertumbuhan impor cenderung meningkat sebesar 9,7% pertahun. Negara 
yang menjadi mitra Dagang utama Indonesia adalah Jepang, Amerika 
Serikat Singapura, RRT, dan India.64 
Indikator lainnya yang dapat mengukur perkembangan perdagangan 
adalah diversifikasi produk dan diversifikasi pasar.Kinerja ekspor dapat 
                                                             
64 Kementrian Perdagangan, 2016, Bagaimana Kinerja Perdagangan Indonesia 5 tahun terakhir 
ini?. Diakses http://www.kemendag.go.id/id/faq, pada tanggal 19 Maret pukul 15.13 WITA. 
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dikatakan bagus jika produk yang diekspor bervariasi dan juga pasar 
ekspornya luas. 
Dalam kegiatan ekspor-impor,ada beberapa hal yang menjadi syarat 
penting untuk melakukan kegiatan ekspor-impor, salah satunya adalah 
membayar tarif. Tarif disebut juga dengan istilah Customs, Duties, atau 
Charges.Tarif merupakan Pajak yang dikenakan atas suatu komoditi yang 
diperdagangkan lintas-batas teritorial. Tarif umumnya dikenakan pada 
barang impor, meskipun ada juga yang dikenakan pada barang yang 
diekspor.Tarif biasanya dihubungkan dengan proteksionisme, kebijakan 
ekonomi yang membatasi perdagangan antarnegara. 
Banyak tujuan atau alasan pengenaan tarif, diantaranya untuk 
melindungi industri atau sektor-sektor lain didalam negeri, stabilisasi harga 
barang, mengurangi defisit saldo neraca perdagangan, meningkatkan 
kesempatan kerja, alasan-alasan fiskal, mencegah dumping ataupun 
karena tujuan politik. 
Untuk merealisasi pengaturan tentang tarif, Pemerintah mengeluarkan 
UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang  Perubahan Atas 
UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sebagai dasar hukum 
tentang tarif, yaitu dari Pasal 12 hingga Pasal 17A. Dan kemudian 
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-
152/BC/.2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata 
Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Untuk Barang Ekspor Yang 
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Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Dan jepang mengaturnya 
pada Japan Customs Law, Articles 67-72 tentang Import Declaration. 
a. Prosedur Umum Ekspor 
Prosedur Ekspor barang pada umumnya adalah kegiatan 
mengeluarkan/mengirim barang ke luar negeri, biasanya dalam jumlah 
besar untuk tujuan perdagangan, dan melibatkan Custom (Bea Cukai) 
baik di negara asal maupun negara tujuan. Bea Cukai bertugas sebagai 
pengawas keluar masuknya/lalu lintas barang dalam suatu negara.Berikut 
alur barang ekspor yang paling sederhana: 
Sumber gambar : www.exim.co.id 
1.  Eksportir mengirimkan "Shipping Instruction" (SI) kepada 
pelayaran (meminta booking space kapal/container yang kosong.)  
Gambar 4.1 SKEMA EKSPOR BARANG 
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2. Shipping memberikan "Booking Confirmation", berisi konfirmasi 
ketersediaan container, space kapal yang sesuai tujuan, dan 
tempat yang ditunjuk untuk pengambilan container (depo 
container). 
3. Eksportir menghubungi perusahaan angkutan/trucking (menyewa 
truck) 
4. Perusahaan/trucking melakukan pengambilan container kosong di 
depo dengan berbekal "Booking Confirmation" dari eksportir yang 
dibuat oleh shipping 
5. Container kosong diangkut ke pabrik untuk pemuatan barang 
ekspor (stuffing) 
6. Selama stuffing, eksportir membuat "Commercial Invoice", "Packing 
list" dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Bea Cukai 
7. Bea cukai memberikan persetujuan ekspor "Nota Pelayanan 
Ekspor" (NPE) 
8. Berbekal NPE, barang/container diangkut dan masuk ke pelabuhan 
9. Container naik ke kapal dan berangkat ke pelabuhan tujuan luar 
negeri 
10. Setelah kapal berangkat, Shipping menerbitkan "Bill of Lading" 
dokumen angkutan/biaya kapal 
11. Dokumen ekspor yang meliputi: 
a.Commercial Invoice,  
b.Packing List,  
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c.B/L dari shipping dikirim oleh eksportir ke pembeli di luar negeri. 
12. Dengan dokumen yang diterima dari eksportir, pembeli di luar 
negeri dapat mengambil barangnya/container ke pelabuhan tujuan/ 
bongkar.65 
Pada saat melakukan ekspor ke luar hanya eksportir yang dilengkapi 
dengan Surat Keterangan Asal (SKA) yang dapat menikmati tarif prefensi 
dalam hal ini IJEPA. Setelah eksportir dan importir mengetahui bahwa 
tingkat tarif dapat diterapkan bagi produk mereka yaitu tarif EPA lebih 
rendah daripada tarif MFN dalam negara pengimpor, kemudian mereka 
perlu mengecek apakah produk mereka memenuhi ketentuan asal barang 
dalam penerapan tarif EPA. Proses ini diperlukan, karena target produk 
dalam EPA haruslah barang yang berasal dari negara yang mengikat 
perjanjian. Ketentuan Asal Barang adalah syarat untuk menilai apakah 
produk yang akan diimpor memenuhi syarat atau tidak. Sewaktu eksportir 
dan importir menganggap bahwa produk tertentu memenuhi Ketentuan 
Asal Barang dalam EPA, para eksportir tersebut akan mengurus Surat 
Keterangan Asal Barang untuk diterbitkan. Hal ini ditegaskan oleh Bapak 
Agus selaku Kasubbag klasifikasi barang Dirjen Bea dan Cukai kantor 
pusat yang penulis kutip, yaitu :  
“Disitu dijelaskan harus mempunyai Certificate of Origin / SKA (Surat 
Keterangan Asal) form IJEPA dari Indonesia, sepanjang dia 
mempunya SKA form IJEPA dari Indonesia kemudian kita melihat kan 
disitu ada yang tanda tangan dan ada yang cap dan kita lihat tanda 
tangannya sama dengan specimen kemudian capnya sama dan kita 
                                                             
65 Exim Export Services, 2014, Alur Barang Export, Diakses http://www.exim.web.id/2011/04/saya-
sajikan-kembali-schema-alur-barang.html , pada tanggal 21 Maret 2016, pukul 18:31 WITA 
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melihat tidak ada keraguan tentang keabsahan dari dokumen form 
IJEPA nya, dia berhak mendapatkan preferensi tarif”.66 
 
Selain itu Kode Tarif (nomor HS) barang pun perlu di ketahui, kode HS 
terdiri dari nomor yang ditetapkan dengan konvensi intenasional 
Harmonizen Commodity Description and Coding System yang diterapkan 
pada 1988 untuk mengklasifikasikan produk. Kapanpun produk di 
ekspor, mereka di tandai dengan kode HS tertentu, dan tingkat tarif 
dinyatakan dalam kode HS. Seluruh komoditas ditandai oleh kode HS 
dengan cara seperti berikut ini. “Chapter” (2 digit) – “Heading” (4 digit) – 
“Subheading” (6 digit) – “Subdivision” (9 digit di Jepang). Contohnya, 
Chapter 1 golongan “binatang hidup”, Chapter 87 golongan kendaraan 
Bermotor” dan chapter terakhir, Chapter 97, golongan “Karya Seni”.67 
Kode HS perlu diketahui ketika ingin melakukan eksportasi, gunanya 
untuk mengetahui tingkat tarif barang tersebut apakah tercakup dalam 
IJEPA atau tidak serta mengetahui apakah tarif yang berlaku (tarif EPA) 
lebih rendah atau lebih tinggi dari tarif MFN (tarif umum). Bila tarif umum 
lebih rendah dari tarif EPA maka fasilitas prefensi tarif IJEPA tidak perlu 
digunakan. Tarif EPA dimanfaatkan tertunya ketika tarif tersebut lebih 
rendah dari tarif MFN. 
 
 
                                                             
66 Di kutip langsung dari hasil wawancara Ryan Relly Wiratama, 2012 , Jurnal Analisis kebijakan 
penurunan tarif bea masuk atas mobil CBU dan CDK terkait IJEPA, UI, hal.61 
67 Syaifula Aanwar Widyaiswara Utama. 2010, Cara Mudah Mengklasifikasikan Jenis Barang 
Berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia Sebagaimana Diadopsi Dalam ASEAN 
HARMONIZED TARIFF NOMENCLARTURE (AHTN), BPPK DEPKEU, Jakarta. hal.10 
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b. Perbandingan Skema Tarif MFN dan Tarif IJEPA 
Tarif Bea Masuk MFN (Most Favoured Nation) adalah tarif bea masuk 
yang dikenakan atas barang impor yang masuk ke suatu negara dari 
negara lain, kecuali negara yang memiliki perjanjian khusus mengenai 
tarif bea masuk dengan Indonesia. Untuk meningkatkan daya saing 
industri dalam negeri, memberikan kepastian hukum bagi investor, 
memberikan perlindungan bagi konsumen, dan meningkatkan efisiensi 
administrasi kepabeanan, maka tarif bea masuk MFN akan disesuaikan 
secara bertahap sehingga secara relatif menjadi harmonis, 
rendah dan selaras.68 
Untuk IJEPA Ciri khas tingkat tarif EPA adalah 3 macam berikut ini:  
1. Sewaktu EPA diimplementasikan tingkat tarif menjadi 0% 
2. Penghapusan tarif secara dalam periode tertentu setelah 
diimplementasikan 
3. Tidak ada penghapusan tarif atau pengurangan (tarif MFN yang 
berlaku),  
 Sehingga untuk memanfaatkan EPA ini, terpenting untuk 
memeriksa tarif EPA lebih rendah daripada tingkat MFN, jika di paparkan 
akan seperti ini, Kasus 1: Setelah EPA diimplementasikan tarif EPA 
menjadi 0%, sehingga terdapat keuntungan memanfaatkan EPA kecuali 
tingkat MFN juga 0%. Kasus 2: Setelah EPA diimplementasikan, tingkat 
EPA berkurang secara bertahap akhirnya tingkat EPA menjadi 0%. 
                                                             
68 Tim Tarif, 2015. Harmonisasi Tarif Bea Masuk, Tarif Bea Masuk CEPT For AFTA, dan Tarif Bea 




Biasanya, setelah EPA berlaku, tingkat tarif akan berkurang dalam 3, 5, 7 
atau 10 tahun, kemudian tingkat EPA akan menjadi 0% setelah periode 
waktu tertentu. Sehingga, sewaktu tingkat EPA lebih rendah daripada 
tingkat MFN, terdapat keuntungan dalam pemanfaatan EPA. Kasus 3: 
Dalam kasus ini, EPA tidak melakukan penghapusan atau pengurangan 
tarif, sehingga tingkat MFN yang harus digunakan. Berikut ini adalah 
table perbandingan antara tarif IJEPA dan tarif MFN. 









































































































































































































































                
Sumber: www.customs.go.jp (data diolah penulis) 
Seperti yang bisa dilihat pada tabel di atas untuk MFN tarif sejak 
tahun 2008-2015 tidak pernah berubah, tetap pada tarifnya yakni 3,5% 
sedangkan untuk IJEPA dari beberapa pos tarif hanya 2 pos tarif yang 
tercantum dalam perjanjian IJEPA, kedua pos tarif tersebut mengalami 
devaluasi persentasi tarif secara  bertahap selama kurun waktu 5 tahun. 
Untuk kolom yang berwarna abu-abu mengindikasikan tidak adanya 
perjanjian yang mengatur tentang pos tarif tersebut sehingga eksportir 
disarankan mencari alternatif tarif lain. Untuk beberapa jenis barang 
lainnya ada yang langsung diturunkan tarifnya ke 0% dan ada juga yang 
mengalami penurunan secara bertahap dalam jangka waktu 3, 5 sampai 
10 tahun kedepan. Klasifikasi kelas dapat di lihat pada tabel 2.2. 
 Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan pada perjanjian ini 
komoditas tuna tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan dari segi 
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penurunan jumlah tarif karena perjanjian IJEPA tidak mencakup baik 
setengah dari jumlah pos tarif untuk ikan tuna. 
 
2. Perbandingan Tarif Atas Komoditas Tuna Sebelum dan Sesudah 
Berlakunya Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement 
Pada prinsipnya, tingkat tarif EPA biasanya lebih rendah daripada 
tingkat tarif WTO. Namun, untuk beberapa item, tingkat tarif WTO 
menjadi (dalam beberapa kasus) lebih rendah dari atau sama dengan 
tingkat tarif EPA setelah berlakunya EPA (tingkat tarif reversal). Di 
bawah EPA, tarif pada beberapa item yang tidak dihilangkan segera 
setelah berlakunya EPA akan berkurang secara bertahap selama 
beberapa tahun.69 
Pada tabel 4.1, dapat dilihat bahwa tarif IJEPA memang terbilang 
lebih rendah dibanding tarif WTO, tarif IJEPA mengalami devaluasi untuk 
beberapa tingkat klasifikasi tuna contohnya untuk tuna dengan kode HS 
0303.39 dan 0302.29 mencakup jenis Ikan tuna (dari genus Thunnus), 
Cakalang, Stripe-bellied Bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), tidak 
termasuk hati dan telur, tetapi tidak semua tuna mendapatkan 
keistimewaan tarif prefensi dari perjanjian IJEPA, beberapa jenis tuna 
tidak dimasukan dalam perjanjian tersebut contohnya tuna dengan kode 
HS 0302.31, 0302.32, 0302.34, 0302.35, 0302.36, 0303.41, 0303.42, 
0303.44, 0303.45 dan 0303.46 mencakup jenis ikan Tuna Albacore 
                                                             
69 Ministri of Economic, Trade and Industry Japan , 2016, Utilizing the EPA to import to Japan, 
Diakses http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/process_en/i-step3.html pada tanggal17 
Maret  2016 pukul 19.33 WITA 
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atau tuna bersirip panjang (Thunnus Alalunga), Ikan Tuna Bersirip 
Kuning (Thunnus Albacares), Ikan Tuna Bermata Besar (Thunnus 
Obesus), Ikan Tuna Bersirip Biru (Thunnus Thynnus), Ikan Tuna Bersirip 
Biru dari Selatan (Thunnus Maccoyii), yang berarti pelaku ekspor yang 
akan mengekspor ikan tuna jenis ini dapat mencoba untuk menikmati 
tingkat tarif yang lain, mereka dapat menggunakan tarif yang diatur 
dalam ASEAN-Jepang EPA atau GSP70, tetapi jika tidak terdapat 
perjanjian tarif untuk komoditas tersebut maka para pelaku ekspor tidak 
punya pilihan selain menggunakan tingkat tarif umum WTO/MFN. Hal ini 
di jelaskan oleh Yu Hasegawa Financial Attaché Embassy of Japan in 
Indonesia : 
“In such case, importers try to find the measures they can take to 
enjoy the better tariff rate, stipulated in ASEAN-Japan EPA, GSP  for 
example. If they cannot take advantage of such kind of benefits, they 
has no choice but to resort to WTO general tariff rate.” 
Sebelum diberlakukannya tarif prefensi IJEPA, para pengekspor 
hanya memiliki beberapa tarif pilihan yakni  ASEAN-Jepang EPA, GSP 
atau MFN, yang dimana masih ada beberapa pos tarif yang belum di atur 
di ASEAN-Jepang EPA atau GSP sehingga tetap harus menggunakan 
MFN. Saat munculnya tarif IJEPA pun hasilnya sama untuk sektor tuna 
hanya terdapat 2 pos tarif yang diberi tarif prefensi sehingga tidak 
                                                             
70Skema GSP (Generalized System of Preferences) adalahskema yang diberlakukan oleh 
pemerintahan jepang yang dibuat khusus untuk mengurangi pembebanan tarif terhadap produk-
produk impor yang berasal dari negara-negara berkembang.Tujuan untuk membantu mereka 
meningkatkan devisa, meningkatkan industrialisasi dan mempromosikan pembangunan ekonomi. 
skema ini dimulai pada bulan Agustus 1971, negara penerima yang ditunjuk, produk penerima dan 
tarif tugas masing-masing di bawah Temporary Tariff Measures Law and the Cabinet Order for 
Enforcement of the Temporary Tariff Measures Law. 
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memberi banyak perubahan tarif terhadap tuna asal Indonesia, kita tetap 
harus membayar tarif normal. Sehingga pengguna tarif prefensi pun 
cenderung fluktuatif dan terbilang masih rendah, meskipun masih ada 
faktor-faktor lain selain jumlah pos tarif yang masih terbatas. 
Perkembangan pemanfaatan/pengguna SKA Form IJ-EPA dalam 
kegiatan ekspor Indonesia ke Jepang dapat di buktikan dalam gambarkan 
Diagram 4.1.  
Diagram 4.1 Perkembangan Pemanfaatan Preferensi FTA 
Tahun 2007 – 2011 (Januari - September) 
Sumber: Dit. Fasilitasi Ekspor dan Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, 
Kemendag(2010)diolah Puska Daglu, BP2KP,Kemendag, 2011 
 
Dari diagram di atas menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi 
pada tahun pertama pelaksanaan IJ-EPA, tahun 2008, Indonesia telah 
mengeluarkan 16.226 lembar SKA Form IJ-EPA. Kemudian terjadi 
peningkatan penerbitan SKA Form IJ-EPA pada tahun 2009 sebanyak 
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46.272 lembar kemudian turun kembali pada 2010 hampir setingkat 
dengan tahun pertama kali IJEPA diberlakukan. Penerbitan SKA Form IJ-
EPA periode Januari-September 2011 mencapai 43.580 lembar, melebihi 
jumlah penerbitan SKA Form IJ-EPA periode Januari-September 2010 
sebanyak 39.119 lembar. Dengan kata lain, penerbitan SKA Form IJ-EPA 
periode Januari-September 2011 naik sebesar 11,4% dibandingkan 
dengan periode Januari-September 2010.71 
Secara keseluruhan, dalam proses penerbitan SKA Form IJEPA 
sekitar 64,1% dari pelaku usaha yang diwawancari menghadapi berbagai 
kendala. Beberapa kendala utama yang dianggap menghambat dalam 
proses penerbitan SKA Form IJEPA, antara lain keterbatasan sumber 
daya manusia (SDM) yang terdapat di berbagai Instansi Penerbit SKA 
(IPSKA) (28,2%), keengganan pencantuman struktur biaya dalam SKA 
Form IJ-EPA (25,6%), dan pemilihan kode HS yang sesuai (23,1%),dan 
kurangnya sosialisasi mengenai fasilitas IJEPA (20,5%).72  Hal lain yang 
manjadi indikasi rendahnya penggunaan tarif prefensi IJEPA adalah 
berdasarkan hasil analisi dari Kementrian Perdagangan  lebih dari 
setengah pelaku usaha yang diwawancarai telah mengetahui IJEPA 
sehingga sangat memahami kesepakatan tersebut, sedangkan sisanya 
hanya pernah mendengar dan tidak mengetahui tentang IJEPA. Dari segi 
pemahamanakan tarif preferensi IJEPA sebanyak 25,6% pelaku usaha 
tidak mengetahui tentang adanya tarif preferensi IJEPA dan 
                                                             
71Aziza R. Salam, 2012. IJEPA dan implikasinya terhadap kinerja perdagangan Indonesia-Jepang 




pemanfaatannya. Ketidaktahuan tersebut disebabkan oleh 
ketidakpedulian para pelaku usaha sebagai eksportir akan manfaat tarif 
preferensi IJEPA. Manfaat keringanan tarif bea masuk preferensi IJEPA 
justru lebih banyak dinikmati oleh pihak pembeli atau importir dari Jepang. 
 Apabila dikaitkan dengan konsep hukum internasional dengan 
aspek pembentukan perjanjian internasional berarti setiap negara 
mempunyai kedudukan sama dalam pembentukannya. Apalagi dengan 
adanya konsep pacta sunt servanda yang memungkinkan setiap negara 
mempunyai kesebandingan di dalam pembentukan perjanjian. Diharapkan 
dengan memahami perkembangan tersebut, konsep hubungan dan kerja 
sama antar negara dapat diketahui secara jelas pemahaman dan konsep 
kerangka tujuan yang sebenarnya dari segi yuridisnya. 
Dalam perumusan, perjanjian ini bersifat asimetris bagi Indonesia 
sebagai negara berkembang dan Jepang negara maju, dilihat dari 
beberapa hal seperti jangka waktu penurunan pos tarif, dan jumlah pos 
tarif yang tercakup dari perjanjian, tapi jika ditinjau dalam hal praktek 
dilapangan keduabelah pihak tidak menunjukan indikasi kecurangan atau 
melanggar perjanjian yang telah diratifikasi. Kedua belahpihak 
melaksanakan perjanjian dengan memegang asas perjanjian 
internasional. Pada asas pacta sunt servanda menekankan pada 
kewajiban para pihak untuk menaati isi perjanjian. Pasal 26 konvensi Wina 
1969 secara eksplisit menegaskan asas pacta sunt servanda ini dengan 
rumusan berikut “every treaty in force is binding upon the parties to it and 
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must ber performed by them in good faith” . Asas ini tentulah berkaitan 
erat dengan asas itikad baik sebagaimana di tegaskan didalam Pasal 26 
ini, sebab sejauh mana para pihak akan menaati isi perjanjian akan 
terlihat dalam praktek pelaksanaannya yang tentu saja harus didasarkan 
atas itikad baik dari para pihak yang bersangkutan.73 
Tetap saja sebuah perjanjian yang asimetris ini lebih menguntungkan 
pihak Jepang dan kurang menguntungkan untuk pihak Indonesia, dilihat 
dari minimnya jumlah tarif yang masuk ke dalam pos tarif perjanjian 
IJEPA, rentan waktu penurunan pos tarif yang berbeda yang merupakan 
kesepakatan yang telah di sepakati oleh Indonesia dengan 
mempertimbangkan dari segi hubungan bilateral Indonesia dan Jepang 
yang berjalan sudah  lama serta ketergantungan keduabelah pihak, faktor 
lainnya dapat disimpulkan  merupakan faktor internal dari Indonesia yakni 
ketidaksiapan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan 
perjanjian IJEPA. 
 
3. Dampak Penurunan Tarif Sebelum dan Sesudah Berlakunya 
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement 
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, luas laut Indonesia lebih 
besar daripada daratannya. Dengan panjang garis pantai yang sekitar 
81.000 km, potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan 
budidaya laut sangat besar. Dua komoditas yang antara lain udang dan 
                                                             
73 I Wayan Parthiana. 2005. Hukum Perjanjian Internasional : Bagian 2. Mandar Maju, Bandung, 
hal. 262   
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tuna inilah yang menjadi ketertarikan Jepang ke Indonesia, karena 
penduduk Jepang memerlukan asupan protein yang sangat tinggi dan hal 
ini memposisikan Jepang melakukan ekspansi kerjasama dalam 
perdagangannya. Tingginya nilai jual tuna, jenis ikan yang paling banyak 
dicari dan dicuri dari laut Indonesia, disebabkan karena rasanya yang 
lezat serta banyak kandungan zat gizi yang mampu menyehatkan orang 
dewasa dan mencerdaskan anak-anak. Ikan merupakan bahan pangan 
yang sangat tinggi peminatnya. Salah satu jenis ikan yang banyak 
diminati, baik di pasar lokal maupun internasional, adalah ikan tuna.Yang 
dalam bahasa latinnya dikenal sebagai Thunnus sp. Ikan tuna mempunyai 
daerah penyebaran sangat luas atau hampir disemua daerah tropis 
maupun subtropis.  Sehingga menurunkan pos tarif pada komoditas ini 
perlu dilakukan oleh pemerintah Jepang guna mempermudah supplai ikan 
tuna masuk Jepang dikarenakan permintaan dari komoditas ini cukup 
tinggi. Sejak diimplementasikannya tarif IJEPA ini memberikan dampak 
terhadap jumlah ekspor tuna ke Jepang, dapat dilihat pada data berikut:  
Tabel 4.2  VOLUME EKSPOR INDONESIA 
Ekspor Ikan Tongkol/Tuna Menurut Negara Tujuan Utama, 2007-2014 
Negara 
Tujuan 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 















































7 1.867,1 1.344,2 699,7 360,8 572,4 658,2 
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Sumber: Badan Pusat Statistik 
Tahun 2007  total tuna yang di ekspor sebanyak 19,808,6 Ton, Pada 
tahun 2008 ini terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal ini  
dikarenakan konsumen Jepang akhir-akhir ini seleranya mulai beralih, 
sehingga permintaan untuk komoditi ini melemah. Kenaikan tuna mulai 
terlihat pada tahun 2009 hal ini dikarenakan adanya penandatanganan 
kesepakatan IJEPA pada tahun 2007 walaupun baru resmi di 
implementasikan pada Juli 2008, ditambah Jepang memberikan fasilitas 
bea masuk untuk produk perikanan Indonesia. Penurunan yang 
cenderung fluktuatif kembali terlihat pada tahun 2012 sampai dengan 
tahun 2014 untuk tuna, dikarenakan masalah biaya pengiriman yang 
sangat tinggi, dari pengumpul di berbagai daerah sampai ke eksportir. 
Selain itu juga, akibat keterbatasan fasilitas infrastruktur pengiriman ikan 
dari daerah ke beberapa eksportir sehingga menyebabkan kualitas tuna 
menjadi turun dan tentunya berdampak terhadap neraca perdagangan 
Indonesia. Setidaknya rata-rata tiap tahunnya sekitar 176,381 USD nilai 
ekspor datang dari komoditas ikan tuna. Hal ini di tanggapi oleh Kalabu 
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5 5.526,4 4.536,9 
4.117,
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Belanda 568,0 411,1 108,8 181,6 348,2 156,0 74,8 946,2 





































“Sebenarnya banyak sumber daya ikan kita hanya saja hambatannya 
ada 2 yakni pertama mutu dari bahan baku kita yang tidak berkualitas 
untuk di ekspor kemudian yang kedua adalah regulasinya yang terlalu 
banyak dan berbelit-belit. Contohnya saja dari 5 ton ikan tuna yang di 
tangkap perhari hanya kira-kira sekitar 1 ton yang bisa di ekspor ke 
luar” 
 
Dari sektor perikanan jumlah ekspor pada komoditas ikan tuna ke 
Jepang terbilang cukup tinggi dengan rata-rata jumlah ekspor tuna 
sebanyak 22.721 ton pertahunnya menyebabkan Jepang berada di 
urutan pertama sebagai negara tujuan ekspor tuna di ikuti oleh beberapa 
negara lainnya Thailand, USA, Vietnam dan seterusnya. 
 
B. Analisis Persentase Kontribusi Ekspor Tuna Terhadap Neraca 
Perdagangan Indonesia.  
 Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dilihat dari ekspor suatu 
negara ke negara lain dalam bentuk barang dan jasa. Indonesia dalam hal 
ini melakukan suatu kerjasama dengan Jepang dalam kerangka IJEPA. 
Dengan ditandatanganinya IJEPA ini juga dapat menjadi keuntungan 
khusus untuk sektor perikanan, yang paling utama adalah pemerintah 
melalui Departemen kelautan dan perikanan harus terus menyebarkan 
informasi tentang IJEPA, apa dan bagaimana teknisnya kepada para 
pelaku usaha agar mereka dapat memanfaatkan kerjasama ini secara 
maksimal. 
Menurut Kementrian perdagangan Meski pangsa ekspor perikanan 
tidak masuk dalam 10 besar komoditas utama untuk di ekspor tetapi 
perikanan masuk sebagai 10 besar komoditas potensial untuk di ekspor 
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ke negara tujuan Jepang, USA, Thailand, Vietnam, RRT, Singapura, 
malaysia, Italia, Korea Selatan, Hongkong, Taiwanm Spanyol, Rusia, 
Australia, Beligia, Belanda, Perancis, Jerman, Inggris, dan Iran. 
Sektor perikanan merupakan salah satu sektor primer yang mampu 
tumbuh positif di tengah terpaan krisis. Saat itu pertumbuhan sektor 
perikanan memang sedikit melambat dari 5,4 persen (2007) menjadi 5,1 
persen (2008). Seiring pulihnya perekonomian global, pertumbuhannya 
kembali berekspansi. Di kuartal pertama 2010, sektor perikanan bahkan 
tumbuh hingga 5,9 persen, lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun 
sebelumnya sebesar 5,7 persen. 74 
Sementara itu, kontribusinya terhadap pendapatan nasional tercatat 
sebesar 3,2 persen. Selain itu, sektor perikanan adalah salah satu sektor 
ekspor penyumbang devisa nasional. Meski pangsa ekspornya hanya 1,9 
persen dari total ekspor nasional, nilai dan volume ekspornya cenderung 








                                                             
74Handri Tiono, 2010. Menjaring Untung dari Ekspor Ikan 
.http://bola.kompas.com/read/2010/06/28/03414354/menjaring.untung.dari.ekspor.perikanan di 
akses pada: 30 Maret 2016 pada pukul 00.01 WITA 
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Tabel 4.3 PERDAGANGAN INDONESIA DAN JEPANG 
Tahun 2000-2010 
Sumber: World Bank (2011), diolah Puska Daglu, BP2KP 2011 
Pada periode 2001-2010, kinerja perdagangan Indonesia dan 
Jepang menunjukan kecenderungan (tren) peningkatan dalam nilai 
perdagangannya. Dari table 4.3 terlihat bahwa total perdagangan pada 
tahun 2001 yang hanya sebesar USD 17,7 miliar telah meningkat menjadi 
USD 42,75 miliar dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 12,99% per 
tahun. Pada sisi neraca perdagangan, Indonesia selalu menikmati surplus 
perdagangan dengan Jepang yang nilainya bervariasi. Pada periode 
2001-2010, surplus perdagangan Indonesia dengan Jepang tertinggi 
dicatat pada tahun 2007 mencapai USD 17,11 miliar meskipun tren 
neraca perdagangan cenderung landai. Pada tahun 2006 terjadi lonjakan 
surplus perdagangan yang meningkat sebesar 45% dibandingkan periode 
yang sama tahun sebelumnya, naik dari USD 11,14 miliar pada tahun 
2005 menjadi USD16,22 miliar pada tahun 2006. Neraca perdagangan 
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non-migas Indonesia Jepang tahun 2004-2010 cenderung fluktuatif, 
mengalami kenaikan dari tahun 2004 hingga mencapai puncak pada 
tahun 2006. Kemudian terjadi penurunan hingga pada tahun 2008 
mengalami defisit perdagangan sebesar USD 1,1 miliar tepat setelah tarif 
IJEPA diberlakukan dan kembali mengalami surplus perdagangan pada 
tahun 2009 yang selanjutnya defisit pada tahun 2010. Meskipun ekspor 
non-migas Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun selama 
periode 2004-2010, namun pada tahun 2008 dan 2010 nilainya tidak 
dapat mengimbangi impor non-migas Indonesia dari Jepang. Impor non-
migas Indonesia dari Jepang pada tahun 2008 meningkat lebih dari dua 
kali lipat dari tahun sebelumnya sedangkan ekspornya hanya mampu 
tumbuh 5%. 
Rata-rata pertumbuhan ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun 
2001-2010 sebesar 7,85% per tahun. Meskipun imbas krisis keuangan 
global pada pertengahan tahun 2008 menurunkan ekspor secara dramatis 
di tahun 2009 dengan nilai sebesar USD 9,17 Miliar(33%). Pada tahun 
2010 ekspor Indonesia mengalami pemulihan meskipun tidak sebesar nilai 
ekspor sebelum krisis global terjadi, di mana ekspor Indonesia ke Jepang 
naik sebesar 38% (USD7,21 Miliar). Selama periode 2001-2010 
pertumbuhan ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 38% yang 
menunjukkan pemulihan akibat krisis keuangan global. Meskipun tidak 
menjadi satu-satunya faktor ekspor menurun dan import meningkat tapi 
bisa di pastikan perdagangan antara Jepang dan Indonesia juga ambil 
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andil dalam menentukan neraca perdagangan Indonesia. Berikut neraca 
perdagangan kedua negara setelah berlakunya IJEPA : 
Tabel 4.4 Neraca Perdagangan Antara Indonesia dan Jepang 
Tahun 2011-2015 
 
 Dari table neraca perdagangan antara Jepang dan Indonesia table 
4.3, terlihat bahwa trend neraca perdagangan kedua negara melemah 
sebesar -21,24% sejak 2011-2015. Bahkan sejak tahun 2008-2015 ekspor 
menurun tiap tahunnya dan impor cenderung fluktuatif menyebabkan 
negara mengalami defisit pada tahun 2009, 2012, 2013, 2014, 2015. 
Sedangkan pada tahun 2000-2008 neraca perdagangan kedua negara 
walaupun fluktuatif tetapi cenderung positif dan tetap tumbuh tiap 
tahunnya. Walau secara nominal dan persentase, Indonesia mengalami 





































































































































pertumbuhan kontribusi ekspor ke Jepang yang positif akibat IJEPA, 
pangsa Jepang sebagai tujuan ekspor Indonesia terus mengalami 
penurunan. Bila posisi Jepang pada tahun 1995 masih memegang pangsa 
tujuan ekspor sebesar 28%, pada tahun 2000 turun menjadi 23%, dan 
pada tahun 2010 terus turun menjadi 16%. Hal ini dapat menunjukkan 
pasar ekspor Indonesia yang makin terdiversifikasi.75 
Sebagai negara dengan tujuan ekspor impor dengan pangsa 16% 
untuk Indonesia, jelas saja nilai neraca perdagangan Indonesia sangat di 
pengaruhi oleh jumlah ekspor-impor kedua negara. Dari sektor ikan tuna 
berikut ini dapat dilihat seberapa besar komoditas ikan tuna 
mempengaruhi nilai ekspor ke Jepang. 




2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
  Berat Bersih: ton 
Jepang 30.724,9 23.881,3 22.770,1 21.298,1 21.657,5 19.808,6 18.921,0 
  Nilai FOB: 000 US$ 
Jepang 90.944,1 73.164,4 87.566,8 76.622,5 76.250,3 70.499,6 73.718,6 
        Negara 
Tujuan 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
  Berat Bersih: ton 
Jepang 18.921,0 22.557,2 30.282,3 35.010,2 29.236,6 33.116,6 25.118,1 
  Nilai FOB: 000 US$ 








Sedikitnya sejak 2002-2008 ekspor Ikan tuna menyumbang sebesar 
78.395,1 USD pertahun dengan persentase rata-rata 0,41% pertahunnya 
                                                             
75Sigit Setiawan, 2012. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Analisis Dampak IJEPA terhadap 




terhadap ekpor ke Jepang, sedangkan tahun 2009-2014 ekspor Ikan tuna 
menyumbang sebesar 101.942,2 USD pertahun, dimana menyumbang 
sebesar 1,8 % pertahunnya. Dapat disimpulkan terjadi pertumbuhan 
ekspor ikan tuna sebesar 439% setelah IJEPA di terapkan. 
Neraca Perdagangan (balance of trade) adalah selisih antara nilai 
ekspor dengan nilai impor. Defisit neraca perdagangan akan berpengaruh 
besar terhadap defisit neraca berjalan. Defisit neraca berjalan 
mengindikasikan adanya ketidakseimbangan eksternal, dan apabila 
jumlahnya terlalu besar dan berlangsung terus-menerus akan 
mengakibatkan terjadinya currency crisis. Currency crisis yang berdampak 
pada penurunan tajam nilai mata uang domestik (depresiasi yang hebat) 
akan berdampak pada krisis ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, 
penurunan nilai mata uang domestik akan memperberat beban 
pembayaran utang luar negeri yang berdenomisasi mata uang asing. 
Pemberlakuan. 
Cepat atau lambat jika pemerintah Indonesia tidak melakukan 
pembenahan dari internal untuk memaksimalkan kuota ekspor ke Jepang 
maka, impor barang-barang Jepang akan membanjiri Indonesia dan akan 
memicu terjadinya currency crisis, atau Indonesia dapat mengambil 
tindakan yang merujuk pada asas Standart of Equitable Treatment 
menurut George Scwarenberger, prinsip ini diterapkan pada bidang-
bidang yang terpengaruh oleh kebijakan suatu negara. Ia memberikan 
jalan keluar dalam keadaan di mana terdapat ketidakseimbangan mata 
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uang atau perubahan struktur ekonomi negara yang telah memaksa 
negara mengambil kebijakan pembatasan impor. Prinsip ini merupakan 
satu-satunya cara untuk memberlakukan MFN dan mendapatkan keadilan 
proporsional di antara negara-negara. Misalnya jika negara mengalami 
kesulitan dalam neraca pembayaran, atau pasar dalam negerinya 
terganggu akibat membanjirnya suatu produk tertentu dari negara lain, 
negara tersebut dapat membatasi impor barang yang dianggap dapat 
menimbulkan kerugian tersebut. Pembatasan atas produk tersebut 
berlaku bagi import dari setiap negara peserta perjanjian.76 Atau 
sekurang-kurangnya Indonesia dan Jepang dapat melakukan peninjauan 
kembali serta revisi  terhadap perjanjian tersebut setiap 5 tahun sekali, 
diharapkan pemerintah Indonesia menggunakan momentum tersebut 
sebaik-baiknya guna mendapatkan keadilan berimbang dalam perjanjian 
kerjasama tersebut. 
 Ciri khas dari perjanjian IJEPA ini pada hakekatnya saling 
memberikan keuntungan yang timbal balik walaupun pada kenyataanya 
terjadi ketimpangandari hasil negosiasi yang tidak berimbang antara 
negara Jepang dan Indonesia, serta didukung oleh pemanfaatan yang 
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Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis maka dapat di tarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Secara makro, Indonesia maupun Jepang memetik manfaat dari 
penurunan tarif dan keterbukaan pasar dalam IJEPA, dalam tingkatan 
yang berbeda. Indonesia menerima tingkat manfaat dari sisi naiknya 
kontribusi ekspor Tuna ke Jepang, dan pihak  Jepang mendapatkan 
kenaikan kontribusi import dari kebutuhan atas komoditas lain. 
Pemanfaatan tarif IJEPA yang belum maksimal dari berbagai bidang, 
terdapat beberapa faktor utama yakni: 
1) Pos tarif yang tercover baru 90% dalam IJEPA, untuk 
komoditas tuna sendiri hanya 2 dari sekian jumlah pos tarif. 
2) Kurangnya informasi detil tentang implementasi termasuk 
waktu pemberlakuan, pemanfaatan tarif preferensi, dan 
penerbitan sertifikat Surat Keterangan Asal (SKA) barang. 
3) Kurangnya jumlah tangkapan ikan yang dapat di ekspor keluar, 
disebabkan oleh: 
a. karena tidak lulus dalam standarisasi oleh pihak negara 
importir. 
b. Kurangnya jumlah tangkapan ikan dikarenakan 
infrastruktur yang kurang memadai serta jarak lokasi 
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tangkapan ikan yang tidak dapat di jangkau dengan kapal 
tradisional. 
4) Tidak berimbangnya posisi tawar kedua belah negara, dapat di 
lihat dari jumlah total pos tarif yang di turunkan indonesia 
menurunkan 93% jumlah pos tarif ekspor Jepang ke Indonesia, 
serta jangka waktu penuruan tarif ke 0%, untuk Jepang hanya 
10 tahun sedangkan Indonesia 15 tahun. 
2. Kontribusi ekspor komoditas ikan tuna terhadap neraca perdagangan 
Indonesia dapat dilihat dari total pangsa ekspor ke Jepang 16% 
(2002-2008) yang menyumbang sebesar 78.395,1 USD pertahun 
dengan persentase rata-rata 0,41% pertahunnya terhadap ekspor ke 
Jepang, sedangkan di tahun 2009-2014 ekspor Ikan tuna 
menyumbang sebesar 101.942,2 USD pertahun, dimana 
menyumbang sebesar 1,8 % pertahunnya. Berdasarkan pada tabulasi 
tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekspor ikan tuna 
sebesar 439% setelah IJEPA di terapkan. 
 
B. Saran  
1. Hubungan kemitraan tersebut perlu dilanjutkan dan ditingkatkan ke 
arah yang makin memberikan manfaat bagi keduanya. Adapun 
beberapa hal yang dapat ditempuh menanggapi dari hasil perjanjian 
yang asimetris ini adalah, dengan cara pemerintah Indonesia harus 
melakukan re-negotiation terhadap IJEPA sesuai ketentuan yang 
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berlaku bahwa IJEPA dapat di kaji kembali setiap 5 tahun sekali. 
Upaya menciptakan perdagangan yang seimbang dan setara lewat 
jalur renegosiasi dan revisi perjanjian jauh lebih elegan dibandingkan 
dengan pemutusan hubungan kerja sama. Diharapkan dengan 
adanya periode evaluasi, akan memberikan kesempatan untuk 
membuka peluang dilakukannya revisi dan modifikasi perjanjian. 
Selain itu pihak Indonesia perlu untuk berinvestasi kepada 
infrastruktur, sosialisasi serta pelatihan untuk peningkatan 
pengetahuan bagi para eksportir serta stakeholder lainnya yang 
berkaitan erat dengan perjanjian IJEPA ini. 
2. Melakukan peningkatan kesiapan strategi dan kebijakan industri yang 
jelas dalam mengimplementasikan perjanjian IJEPA, sehingga 
Indonesia dapat memaksimalkan keuntungan dari perjanjian IJEPA 













Alina Kaczorowska. 2005, Public Relation Law, 3rd revised edition, Old 
Bailey Press, London. 
 
Arthur Sullivan and Steven M. Sheffrin, 2003,  Economics: Principles in 
action, Upper Saddle River, New Jersey 07458,  Pearson Prentice 
Hall.  
 
Boediono. 2015, Pengantar Ilmu Ekonomi 3 : Ekonomi Internasional, 
BPFE, Yogyakarta 
 
Boer Mauna.  2015, Hukum Internasional : pengertian peranan dan Fungsi 
dalam Era Dinamika Global Edisi ke 2, PT.Alumni, Bandung. 
 
Eddy Pratomo. 2011, Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status 
Hukum dan Ratifikasi, P.T.Alumni, Bandung. 
 
Hans Van Houtten. 1995, The Law of International Trade, Sweet and 
Maxwell , London. 
 
Huala Adolf. 2009, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta. 
 
I Wayan Parthiana, 2002,  Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 1, 
Mandar Maju, Bandung. 
 
I Wayan Parthiana. 2005. Hukum Perjanjian Internasional : Bagian 2. 
Mandar Maju, Bandung 
 
Michael Akehrust. 1974, Custom as a source of International Law, 42 
British Yearbook of International Law 1. 
 
Muhammad Ali Purwinto. 2010. Reformasi Kepabeaan, Delta Buku, 
Yogyakarta  
 
Muhammad Ashri, 2012,  Hukum Perjanjian Internasional: dari terbentuk 
hingga akhir berlakunya,  Arus Timur, Makassar. 
 
Muhammad Sood. 2011, Hukum Perdagangan Internasional, Rajawali 




Mochtar Kusumaatmadja. 2003. Pengantar Hukum Internasional,  
P.T.Alumni, Bandung. 
 
Nopirin, 2014, Ekonomi Internasional Edisi 3, BPFE,Yogyakarta. 
 
Syahmin AK. 2006. Hukum Dagang Internasional: Dalam Kerangka Studi 
Analisis, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 
 
Syaifula Aanwar Widyaiswara Utama. 2010, Cara Mudah 
 Mengklasifikasikan Jenis Barang Berdasarkan Buku Tarif Bea 
 Masuk Indonesia Sebagaimana Diadopsi Dalam ASEAN 
 HARMONIZED TARIFF NOMENCLARTURE (AHTN), BPPK 
 DEPKEU, Jakarta.  
 
Sigit Setiawan, 2012. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Analisis Dampak 
 IJEPA terhadap Indonesia dan Jepang, Lembaga Penelitian 
 Universitas Gunadarma , Jakarta. 
 
Taryana Sunandar, 1996, Perdagangan Hukum Perdagangan 
Internasional dari GATT 1947 sampai terbentuknya WTO, BPHN, 
Jakarta. 
 





Aziza R. Salam, 2012. IJEPA dan implikasinya terhadap kinerja 
perdagangan Indonesia-Jepang Vol. 6 No.1, Buletin Ilmiah Litbang 
Perdagangan, Jakarta. 
 
Reza Pahlevi Chairul. 2010. Indonesia-Japan Economic Partnership 
Agreement BULETIN KPI EDISI-01/KPI/2010, Jakarta. 
 
Ryan Relly Wiratama, 2012 , Jurnal Analisis kebijakan penurunan tarif bea 
 masuk atas mobil CBU dan CDK terkait IJEPA, Jakarta. 
 
Naskah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 
Tentang Perjanjian Internasional 
 
Tim Tarif, 2015. Harmonisasi Tarif Bea Masuk, Tarif Bea Masuk CEPT For 
 AFTA, dan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-CHINA FREE 








Anonimus, “Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership 
Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan 





















Exim, “Alur/Skema Barang Ekspor”, 2011, 
http://www,exim.web.id/2011/04.barang.html 
 
Fatkhul Maskur, “TAJUK BISNIS INDONESIA: Menghentikan IJEPA 












Japan Custome Portal, 4021 Outline of the Agreement between Japan 





Kementrian Perdagangan, FAQ, 2016 http://www.kemendag.go.id/id/faq 
 




Rista Rama Dhany, “Penurunan Tarif Bea Masuk (TBM) di Jepang Dalam 




Rista Rama Dhany, “Kasus Ekspor Tuna Salah Satu Alasan Jokowi 




Wiji Nurhayar “Ironis, Ekspor Tuna Filipina Dapat ‘Diskon’ di Eropa Tapi RI 




Wiki Pedia, “Ratifikasi”, 2013, https://id.wikipedia.org/wiki/Ratifikasi.   
 
 
 
 
